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MOTTO 
 
ِضَف ِنِم اِوُغَتِباَو ِضِرَاْلا ىِف اِوُرِشَتِناَف ُةوٰلَّصلا ِتَيِضُق اَذِاَفه ٰللا اوُرُكْذاَو ِه ٰللا ِل  َنِوُحِلْفُت ِمُكَّلَعَّل اّرِيِثَك 
 
 “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi;  
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” 
~Q.S. al-Jumuah: 10~ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
x 
 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء hamzah ...‟… Apostrop 
ً Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ Fathah A A 
 ِ‎ Kasrah I I 
 ُ‎ Dammah U U 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةْرٍ Yażhabu 
xi 
 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فَك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. VokalPanjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ً...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أً...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. لاق Qāla 
2. مَق Qīla 
3. لوقٍ Yaqūlu 
4. ٌيز Ramā 
 
4. TaMarbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau 
dhamah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اُّتز Rabbana 
2. لّصَ Nazzala 
 
6. KataSandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
xiv 
 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌورخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤُنا An-Nauꞌu 
 
8. HurufKapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam translitersinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسزلاإدًّ محاي و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعنا بز للهدًلحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
xv 
 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقشاسنايرخ وله للها ٌإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ٌاصَلماو مَكنا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
EVITA SARI, NIM : 152.111.031, “PELAKSANAAN AKAD 
MUD}A>RABAH SIMPANAN BERJANGKA PERSPEKTIF FATWA DSN 
MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO (STUDI KASUS DI 
KSPPS DANA AMANAH KCP WONOSARI GONDANGREJO 
KARANGANYAR)”. 
Problematika utama yang sering dihadapi oleh perusahaan yang bergerak 
dalam bidang usaha apapun tidak lepas dari kebutuhan suatu dana (modal) untuk 
membiayai usahanya dan KSPPS Dana Amanah memberikan solusi dengan 
mendirikan lembaga keuangan berbentuk dan berbadan hukum koperasi yang 
operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan simpanan berjangka 
mud{a>rabah di KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo Karanganyar. 
(2) bagaimana analisis simpanan berjangka mud{a>rabah perspektif fatwa DSN 
MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari 
Gondangrejo Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 
Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari field research yaitu 
wawancara dengan manajer dan administrasi, data sekunder yaitu berupa jurnal 
penelitian, brosur dan profil KSPPS Dana Amanah. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 
data menggunakan deduktif dan Model Miles and Huberman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan & 
realisasi simpanan berjangka akad mud}a>rabah di KSPPS Dana Amanah KCP 
Wonosari Gondangrejo Karanganyar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mud}arabah pada 
produk simpanan berjangka di KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari 
Gondangrejo Karanganyar sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-
MUI/IV/2000. Karena penerapan bagi hasil yang dilakukan menggunakan nisbah 
berdasarkan pembagian keuntungan yang di dapatkan pihak KSPPS melalui 
kegiatan usahanya. Dan sudah sesuai dengan empat fatwa dalam DSN MUI No. 
03/IV/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa keuntungan harus dinyatakan 
dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
Kata kunci : Akad Mud}arabah, Simpanan Berjangka, KSPPS Dana Amanah 
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ABSTRACT 
EVITA SARI, NIM : 152.111.031, “PELAKSANAAN AKAD 
MUD}A>RABAH SIMPANAN BERJANGKA PERSPEKTIF FATWA DSN 
MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO (STUDI KASUS DI 
KSPPS DANA AMANAH KCP WONOSARI GONDANGREJO 
KARANGANYAR)”. 
The main problem often faced by companies engaged in any kind of business 
was inseparable from the need for a fund (capital) to finance their business and 
KSPPS Amanah Fund provides a solution by establishing a financial institution in 
the form and form of a cooperative legal entity whose operations were based on 
Islamic sharia principles . The research of the problem in this study are (1) how 
the implementation of mud{a>rabah term deposits at KSPPS Dana Amanah KCP 
Wonosari Gondangrejo Karanganyar . (2) how mud{a>rabah term deposits futures 
analysis  fatwa perspective DSN MUI number 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000  at 
KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo Karanganyar. 
This research was a field research with a qualitative approach . Sources of 
data consists of primary data was the result of field research were the interview 
with the manager and the administration , the data of secondary that is in the form 
of journal studies , brochures and profiles KSPPS Dana Amanah. The data was 
collected by interview and documentation . While the data analysis technique used 
deductive techniques and the Miles and Huberman Model. 
The objective of research it was to know the picture of the implementation of 
savings futures contract mud}a>rabah direction and in the perspektif of the fatwa 
DSN MUI number 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000 in KSPPS Dana Amanah  KCP 
Wonosari Gondangrejo Karanganyar. 
The results showed that implementation of the agreement mud}a>rabah 
direction in product savings deposits in KSPPS Dana Amanah KCP Karanganyar 
Wonosari Gondangrejo already with DSN-MUI fatwa No. 03 / DSN-MUI / IV / 
2000. Because the implementation of profit sharing is done using the ratio based 
on the distribution of profits that get the KSPPS through his efforts. And in 
accordance with the four fatwas in DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 whicht 
explain that the profit must be stated in the form of a ratio and set forth in the 
account opening agreement. 
Keywords : Akad Mud}a>rabah , Time Deposits, KSPPS Dana Amana 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Problematika utama yang sering dihadapi oleh perusahaan yang bergerak 
dalam bidang usaha apapun tidak lepas dari kebutuhan suatu dana (modal) untuk 
membiayai usahanya. Dana diperlukan baik oleh pengusaha mikro, kecil, 
menengah dan atas. Ketika banyak masyarakat yang memerlukan dana, maka 
muncullah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Usaha keuangan 
dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering 
kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan adalah 
menghimpun uang yang sementara belum digunakan oleh pemiliknya kemudian 
membiayai permodalan suatu bidang usaha.
1
 
Lembaga keuangan dalam praktiknya digolongkan dalam dua golongan besar 
yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga lainnya (lembaga pembiayaan 
nonbank). Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang 
memberikan jasa keuangan yang paling lengkap.
2
 Lembaga keuangan syariah 
(LKS) adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang 
didasarkan pada syari‟ah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, taka>ful, 
dan sebagainya. Syari‟ah atau fikih yang menjadi dasar operasional LKS adalah 
                                                             
       
1
 M. Sholahuddin, Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 
2014), hlm. 1. 
       
2
 Ibid.. hlm. 2-5. 
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fikih Muamalah, khususnya menyangkut hukum perjanjian (akad).
3
 Lembaga 
keuangan depositori syariah (depository financial institution syariah) disebut 
dengan lembaga keuangan syariah menghimpun dana secara langsung dari 
masyarakat dalam bentuk tabungan (wadi>’ah), simpanan berjangka (mud{a>rabah), 
dan giro (wadi>’ah) yang diterima dari penabung (surplus units).4 Lembaga 
keuangan lainnya terdiri dari pasar modal syariah, pasar uang (money market), 
koperasi jasa keuangan syariah, perusahaan pegadaian syariah, perusahaan sewa 
guna usaha (leasing), perusahaan asuransi.
5
 
Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi 
maraknya pertumbuhan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia. Lembaga BMT 
yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu 
dari anggota oleh anggota untuk anggota, maka berdasarkan Undang-undang RI 
Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi. 
Letak perbedaannya dengan koperasi konvensional (non syariah) salah satunya 
terletak pada teknis operasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga 
dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dalam melakukan 
usahanya. Dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada 
sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan tersebut maka 
bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang 
selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementrian koperasi tersebut KJKS (Koperasi 
                                                             
  
3
 Homaidi Hamid, “Kritik Hadis-hadis tentang Mudharabah dalam Fatwa Dewan Syari‟ah 
Nasional,” Jurnal Ahkam, (Surakarta) Vol. 13 Nomor 2, 2015, hlm. 189-190. 
  
4
 Nurul Huda, dkk., Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah (Jaakrta: 
Kencana, 2016), cet. ke-2, hlm. 293. 
 
5
 M. Sholahuddin, Lembaga Keuangan ..., hlm. 2-6.  
3 
 
 
Jasa Keuangan Syariah) melalui Keputusan Menteri Koperasi RI No. 
91/Kep./M.KUKM/IX/2004 “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah”.6 
Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik 
kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat dhu‟afa. Kepada 
anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (emergency loan) dapat diberikan 
pinjaman kebajikan dengan pengembailan pokok yang sumber dananya berasal 
dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga 
dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota 
masyarakat dhu‟afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa 
pengembalian pokok (qardhul hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, 
infak, dan sedekah). Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi 
konvensional dengan Koperasi Syariah dimana konsep tolong-menolong bagitu 
kentalnya sesuai dengan ajaran Islam.
7
 
 ٌِ اَوِدُعْناَو ِىْثِاْنا يَهَع اِوََُواَعَت اَنَو  ۖ َّ ّٰ هنا اوُقَّتاَو  ِۖدَش َّ ّٰ هنا َّ ِاِباَقِعْنا ُدٍِ  
 
 
 
Artinya: 
                                                             
 
6
 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori&Praktik (Banten: Pustaka Aufa Media/PAM Press, 
2012), hlm. 3-6. 
 
7
 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah ..., hlm. 15.  
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“...dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah 
kamu tolong-menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa.” (QS: Al-
Maidah: 2)
8
 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dana Amanah adalah lembaga keuangan 
berbentuk dan berbadan hukum koperasi yang operasionalnya berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah Islam. KJKS Dana Amanah beralamat di  Jln. Solo-
Purwodadi Km 10, Sanggrahan RT 01/04, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar. 
Dan pada akhir tahun 2015 KJKS Dana Amanah akan melakukan Perubahan 
Anggaran Dasar (PAD) yang dihimbau oleh pemerintah dari KJKS  Dana 
Amanah menjadi KSPPS Dana Amanah. KSPPS Dana Amanah didaftar dengan 
badan hukum Nomor 1046/BH/XIV/11.28/VI Tahun 2011.
9
 Alasan peneliti 
memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan diantaranya adalah sebagai 
berikut: lokasi KCP lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan 
ekonomis, dan mengenal beberapa karyawan. Selain itu penelitian dilakukan pada 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dana Amanah KCP Wonosari 
Gondangrejo Karanganyar adalah karena ingin tahu seberapa jauh pelaksanaan 
produk simpanan berjangka yang dilakukan di Koperasi Syariah tersebut. 
KSPPS Dana Amanah juga memiliki berbagai macam produk simpanan dan 
pembiayaan seperti halnya bank syariah. Produk-produk simpanan mud{a>rabah 
yaitu simpanan amanah, simpanan qurban, simpanan pendidikan, simpanan hari 
raya, simpanan berjangka (deposito). Sedangkan produk pembiayaan terdiri dari 
                                                             
 
8
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 107. 
 
9
 File Power Point “Company Profil Dana Amanah”. 
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pembiayaan murabahah (jual-beli), pembiayaan mud{a>rabah, pembiayaan 
musyarakah, pembiayaan qardhul hasan, pembiayaan rahn, pembiayaan ija>rah, 
pembiayaan pemasangan listrik, pembiayaan piutang sala>m, pembiayaan 
istis\na>’.10 Musyarakah adalah kerja sama dalam suatu usaha oleh dua pihak. Salah 
satu ketentuan musyarakah adalah semua modal disatukan untuk dijadikan modal 
proyek dan dikelola bersama-sama. 
11
 
Dalam simpanan mud{a>rabah di KSPPS Dana Amanah, salah satu produknya 
yaitu simpanan berjangka (deposito). Simpanan berjangka adalah jenis simpanan 
investasi untuk anggota dengan prinsip bagi hasil. Simpanan berjangka adalah 
simpanan berdasarkan prinsip mud{a>rabah. Prinsip mud{a>rabah yakni simpanan 
tersebut dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan. Laba dari pembiayaan akan 
dibagikan antara pihak penyimpanan dana dan KJKS Dana Amanah sesuai nisbah 
bagi hasil yang disepakati.
12
 Dalam praktek simpanan berjangka ini menurut 
Saudara Wiwin selaku teller di KSPPS Dana Amanah berpendapat bahwa 
“praktek simpanan berjangka ini menggunakan akad mud{a>rabah mutlaqah.”13 
Mud{a>rabah muthlaqah adalah mud{a>rabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya 
tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai 
permintaan pemilik dana.
14
 Dalam simpanan berjangka, yang merupakan salah 
                                                             
 
10
 Brosur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dana Amanah Gondangrejo 
Karanganyar. 
 11 Muhammad, Sitem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2017), cet. 
ke-2, hlm. 11. 
 
12
 Ibid. 
 
13
 Wiwin Rohani, Teller KSPPS Dana Amanah, Wawancara Pribadi, 9 April 2019, jam 16.30 
– 17.45 WIB. 
 
14
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm, 41. 
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satu bentuk simpanan sukarela milik anggota dengan jangka waktu pengambilan 
1, 3, 6 dan 12 bulan dan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dari pendapatan 
bulanan Koperasi Syariah berdasarkan nisbah yang disepakati.
15
 Dalam 
mud{a>rabah dalam praktik simpanan berjangka yaitu yang bertindak sebagai 
pemilik dana (shahibul ma>l) adalah pihak deposan atau anggota koperasi, dan 
pengelola usaha (mud{arib) adalah pihak Koperasi Syariah.  
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat 
persoalan ini sebagai skripsi yang berjudul  “Implementasi Akad Mud{a>rabah 
Simpanan Berjangka Perspektif Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 
(Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dana Amanah KCP 
Wonosari di Gondangrejo Karanganyar)”.  
B. Rumusan Masalah 
Dalam penelitian yang penulis lakukan muncul suatu masalah, yaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan simpanan berjangka mud{a>rabah di KSPPS Dana 
Amanah KCP Wonosari Gondangrejo Karanganyar? 
2. Bagaimana analisis simpanan pelaksanaan berjangka mud{a>rabah perspektif 
fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Dana Amanah KCP 
Wonosari Gondangrejo Karanganyar? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 
                                                             
 
15
 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah ..., hlm. 336. 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk simpanan berjangka di KSPPS Dana 
Amanah KCP Wonosari Gondangrejo Karanganyar melalui akad mud{a>rabah. 
2. Untuk mengetahui simpanan berjangka mud{a>rabah  perspektif fatwa DSN MUI 
No. 03/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari 
Gondangrejo Karanganyar. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dan kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Sebagai referensi dan pemahaman tentang simpanan berjangka melalui akad 
mud{a>rabah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. 
2. Memberikan informasi kepada publik tentang pelaksanaan simpanan berjangka 
yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. 
3. Sebagai khasanah keilmuan bagi penulis dalam hal simpanan berjangka secara 
syariah. 
E. Kerangka Teori 
Mud{a>rabah berasal dari kata d{a>rb, berarti emukul atau berjalan. Pengertian 
memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan 
kakinya dalam menjalankan usaha.
16
 Mud{a>rabah atau penanaman modal disini 
artinya adalah menyerahkan modal uang kepada yang berniaga sehingga ia 
                                                             
 
16
 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis (Bandung: 
CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 175. 
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mendapatkan presentase keuntungan.
17
 Syarat dan rukun mud{a>rabah menurut 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VII Bagian Pertama: 
1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada 
pihak lain untuk melakukan kerja sama usaha. 
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. 
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.18 
Dalam Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 pengertian akad 
mud{a>rabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/ 
shahibul ma>l) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola 
(‘amil/mud}arib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah 
yang disepakati dalam akad.
19
 Ketentuan nisbah bagi hasil, yaitu sebagai berikut: 
1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara 
jelas dalam akad. 
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. 
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau 
angka presentase dari modal usaha. 
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka 
prsentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah 
                                                             
 
17
 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi ..., hlm. 171.  
 
18
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VIII Bagian Pertama tentang Syarat dan Rukun 
Mud{a>rabah (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 
Tahun 2011). hlm. 65. 
 
19
 Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah  
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satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha 
mud{a>rabah. 
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan. 
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.20 
Mud{a>rabah dapat menjadi rusak dan batal apabila terhadi hal-hal berikut: 
1. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan. 
2. Salah satu aqid gila. 
3. Pemilik modal murtad. 
4. Modal rusak di tangan pengusaha. 
Apabila pemilik modal meninggal dunia, mud{a>rabah menjadi rusak atau 
fasakh. Jika mud{a>rabah telah rusak, pengelola modal tidal berhak lagi mengelola 
modalnya. Kecuali ada izin dari ahli warisnya. Jika pengelola mengetahui bahwa 
pemilik modal telah meninggal dunia, tetapi ia terus mengelola modalnya tanpa 
sepengetahuan ahli warisnya, hal itu termasuk pada penggelapan modal atau 
ghasab. Pengelola wajib mengembailan modal berserta keuntungannya.
21
 Dasar 
perjanjian mud{a>rabah adalah kepercayaan murni, sehingaa dalam kerangka 
pengelolaan dana oleh mud}arib, shahibul ma>l tidak diperkenankan melakukan 
intervensi dalam bentuk apapun selian hak melakukan pengawasan (controlling) 
untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta 
antisipasi terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan 
                                                             
 20 Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 
 21 Muh. Asro dan Muh. Kholid, Fiqh Perbankan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 147-
148. 
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mud}arib. Apabila di lapangan ditemukan bukti valid telah terjadi penyimpangan 
dan atau kecurangan oleh salah satu pihak, maka prinsip prmbagian untung dan 
rugi secara hukum dinyatakan gugur, misalnya mud}arib „sengaja‟ melakukan 
tindakan-tindakan yang menurut perhitungan akal sehat diyakini dapat 
mendatangkan kerugian, memanfaatkan dana untuk kepentingan di luar usaha 
yang disepakati, dan lain sebagainya. Dalam keadaan demikian, bila terjadi 
kerugian itu, dan sebaliknya, secara hukum kerugian itu menjadi beban hutang 
mud}arib. Bahkan shahibul ma>l dapat melakukan upaya hukum bilamana mud}arib 
menolak menanggung sendiri kerugian yang timbul akibat kecerobohan 
perbuatannya.
22
 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat 
menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau 
anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Tabungan dan 
simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang 
dari prinsip wadi’a>h dan mud{a>rabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang 
ingin diperoleh, selama tidak bertentangan dengan syariah yang berlaku, dengan 
merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
Perhitungan bagi hasil (syariah) dilakukan dengan Sistem Distribusi Penjualan.
23
 
Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal 
tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. 
                                                             
 22 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan 
Alternatif Solusi (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 33. 
 
23
 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan... 
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Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka 
waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya 
sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh 
lebih tinggi daripada tabungan biasa dan tabungan berencana. Produk 
penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan 
dana sehingga selain bertujuan menyimpan dananya, bertujuan pula untuk sarana 
berinvestasi.
24
 Dalam Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 deposito ada 
dua jenis yaitu (1) deposito yang tidak dibenarkan syariah, yaitu deposito yang 
berdasarkan prinsip perhitungan bunga, dan (2) deposito yang dibenarkan, yaitu 
deposito berdasarkan  mud{a>rabah.25 
Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, maksudnya adalah jika 
nasabah menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut 
dapat dicairkan setelah jatuh tempo waktu tersebut berakhir dan sering disebut 
tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh jika seorang deposan yang bernama TN. 
Rahman Hakim mendepositokan uang tanggal 7 Mei 2002 untuk 3 bulan 
mendatang, maka tanggal jatuh temponya adalah setelah 3 bulan, yaitu tanggal 7 
Agustus 2002, dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka si deposan 
akan dikenakan denda (penalty rate) yang besarnya tergantung dari bank yang 
bersangkutan.
26
  Penarikan simpanan berjangka yang sangat mendadak dan 
menyebabkan kesulitan dari pihak KJKS BMT untuk menyediakan dana karena 
tidak sesuai dengan perjanjian, KJKS BMT berhak mengenakan pinalti (berlaku 
                                                             
 
24
 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan ..., hlm. 135. 
 
25
 Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 
 
26
 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet. ke-13, hlm. 102-103. 
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untuk semua jangka waktu simpanan berjangka) dengan ketentuan beragam sesuai 
dengan jangka waktu yang sudah berlalu dan bagi hasil simpanan berjangka.
27
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Dewi Anjarsari (2018), dalam 
penelitiannya yang berjudul “Implementasi Akad Mud{a>rabah pada Simpanan 
Berjangka di BMT Surya Madani Donohudan Ngemplak Boyolali”, yang 
meyimpulkan bahwa penerapan akad mud{a>rabah pada simpanan berjangka di 
BMT Surya Madani Ngemplak Boyolali menurut Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 
2000 maka jika dilihat dari semua ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN 
MUI mulai dari anggota bertindak sebagai sahibul ma>l atau pemilik dana, dan 
BMT bertindak sebagai mud{arib atau pengelola dana. BMT dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mud{a>rabah dengan pihak lain. Modal 
dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian 
keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad 
pembukaan rekening. BMT menutup biaya operasional deposito dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. BMT tidak mengurangi 
nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Maka BMT 
Surya Madani sudah memenuhi semua ketentuan yang terdapat di Fatwa DSN 
                                                             
 
27
 Ahmad Sumianto, BMT Menuju Koperasi Modern Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan 
Pemerhati Bitul Maal wat Tamwil dalam Format Koperasi Dilengkapi Panduan Lengkap dan 
Praktis Pembentukan dan Pengelolaan BMT (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hlm. 128. 
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MUI.
28
 Letak perbedaan dengan skripsi ini terdapat pada instansi/lembaga yang 
diteliti yakni penulis meneliti di KSPPS Dana Amanah yang merupakan lembaga 
keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Hidayatul Firmansyah (2018), dalam 
penelitiannya yang berjudul “Simpanan Deposito Mud{a>rabah Berdasarkan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT. 
BPRS Dana Mulia Surakarta)”, yang menyimpulkan bahwa deposito mud{a>rabah 
di PT. BPRS Dana Mulia adalah jenis mud{a>rabah mutlaqah dimana pengelolaan 
dana nasabah simpanan deposito diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank, dan 
bank dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Pada praktek 
simpanan deposito mud{a>rabah di PT. BPRS Dana Mulia, masih ditemukan adanya 
penyimpangan dari fatwa DSN MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito 
mud{a>rabah.29 Letak perbedaan dengan skripsi ini terdapat pada instansi/lembaga 
yang diteliti yakni penulis meneliti di KSPPS Dana Amanah yang merupakan 
lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Erika Nur Hidayati (2018), dalam 
penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan 
Mud{a>rabah (MDA) Berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT- UGT 
Sidogiri Cabang Sepanjang”, yang menyimpulkan bahwa menurut tinjauan 
                                                             
 
28
 Diyah Dewi Anjarsari, “Implementasi Akad Mudharabah pada Simpanan Berjangka di 
BMT Surya Madani Donohudan Ngemplak Boyolali”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2018. hlm. 93-95. 
 
29
 Miftah Hidayatul Firmansyah, “Simpanan Deposito Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT. BPRS Dana Mulia 
Surakarta)”,  Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. 
Surakarta. 2018. hlm. 57-59. 
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hukum Islam terhadap aplikasi tabungan mud{a>rabah (MDA) berjangka yang 
dijalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Sepanjang hukumnya batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, 
karena dalam praktiknya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Sepanjang tidak sesuai dengan rukun mud{a>rabah yaitu memberikan bagi 
hasil voucher belanja berupa uang yang diserahkan di awal setelah akad 
dilakukan berdasarkan persentase terhadap modal bukan persentase keuntungan.30 
Sedangkan dalam skipsi ini penulis lebih fokus kepada tinjauan fatwa DSN MUI 
No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang produk deposito/simpanan berjangka 
mud{a>rabah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Dina Aprilia (2016), yang berjudul “ Metode 
Penyelesaian Wanprestasi terhadap Pembiayaan Mud{a>rabah (Studi Kasus di 
BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran Lamongan)”, yang berisi tentang 
penyebab wanprestasi, yaitu mud{arib melakukan tindakan wanprestasi karena 
faktor kelalaiannya memberikan rasa kepercayaan terhadap semua penguak yang 
mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban mud{arib selama 2 bulan. Metode 
penyelesaian wanprestasi terhadap pembiayaan mud{a>rabah di BMT Bina Ummat 
Sejahtera Cabang Paciran melalui 4 tahap yaitu: (1) Musyawarah dengan 
mendatangkan pihak ketiga untuk melakukan pendekatan kepada mud{arib; (2) 
Penjadwalan kembali yaitu penundaan sisa pembiayaan dengan cara 
memperpanjang jangka waktu pelunasan disertai pembaharuan akad; (3) 
                                                             
 
30
 Erika Nur Hidayati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan Mudharabah (MDA) 
Berangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT- UGT Sidogiri Cabang Sepanjang”, Skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya. 2018. hlm. 71-72. 
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Pemberian keringanan angsuran, dengan cara penundaan pelunasan sisa 
pembiayaan dengan cara memperkecil besaran nominal angsuran; (4) Melalui 
eksekusi jaminan yaitu penyelesaian pembiayaan dengan cara mengambil alih hak 
milik agunan dari mud{arib. Semua metode tersebut sudah sesuai dengan peraturan 
Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000) tentang pembiayaan mud{a>rabah. Dan juga 
hukum yang berlaku.
31
  
Sedangkan pada skripsi ini penyusun ingin membahas tentang “Implementasi 
Akad Mud{a>rabah Simpanan Berjangka Perspektif Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-
MUI/IV/2000 (Studi Kasus di KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo 
Karanganyar”, lebih terfokus lagi penyusun ingin membahas tentang 
implementasi dan analisis produk simpanan berjangka berdasarkan fatwa DSN MUI 
No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaan ini terletak pada fokus pembahasan dan 
tempat penelitian. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan 
merupakan duplikasi atau pengulangan penelitian terdahulu. 
G. Metode Penelitian 
Dalam menyusun skripsi ini cara memperoleh data atau informasi serta 
penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan di atas, maka diperlukan 
pedoman penelitian yang disebut metode penelitian. Untuk itu langkah-langkah 
yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
                                                             
 
31
 Dina Aprilia, “Metode Penyelesaian Wanprestasi terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi 
Kasus di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran Lamongan)”, Skripsi, tidak diterbitkan, 
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta. Surakarta. 2016. hlm. 86-87. 
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.
32
  
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan atau penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah 
sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis 
data yang dikumpulkan berupa deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan 
yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti 
mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi 
dengan orang-orang di tempat penelitian.
33
 Dalam hal ini mengenai kasus 
“Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Mud{a>rabah Simpanan Berjangka di 
KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar” 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di lokasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah Dana Amanah KCP Wonosari yang terletak di Jln. Mojosongo-Plupuh 
Km. 4, Wonosari, Gondangrejo, Karanganyar. 
4. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari daya primer 
dan data sekunder: 
a. Data Primer  
                                                             
 
32
 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2002), hlm. 11.  
 
33
 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Kualitatif: Teori & Praktik (Yogyakarta: 
Calpulis, 2015), hlm. 10. 
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Data primer adalah data-data yang terkait langsung dengan obyek 
penelitian yang ada di lapangan.
34
. Penelitian ini adalah informasi tentang 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dana Amanah KCP 
Wonosari Gondangrejo Karanganyar. 
b. Data Sekunder 
Sumber data yang diambil dari perpustakaan yang berupa literatur-
literatur sebagai kelengkapan data-data yang dibutuhkan yang berhubungan 
dengan simpanan dan data-data yang diambil dari Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo 
Karanganyar. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini 
adalah dengan cara: 
a. Interview (wawancara) 
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 
semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
35
 Wawacara 
dilakukan dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dana 
Amanah KCP Wonosari Gondangrejo Karanganyar, Manajer KCP 
Wonosari, Teller/Custemer Service, Marketing, dan anggota KSPPS Dana 
Amanah. 
b. Dokumentasi 
                                                             
 
34
 Sofyan A, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penylisan Skripsi Dan 
Tesis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 155. 
 
35
 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), cet-15, hlm. 
113. 
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Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan memperoleh 
informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada 
pada responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau 
melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 
gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
36
 Seperti brosur 
promosi, file power point presentasi, rekapan tahunan deposito. 
6. Metode Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis 
data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses 
secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.
37
 Tehnik analisis data 
yang digunakan adalah deduktif. Teknik analisa data menggunakan metode 
deduktif, merupakan analisa data yang dilakukan dengan mengkompilasi 
sumber data pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata 
lain metode deduktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-
faktor yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
38
 
Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam   
analisis   data   kualitatif   dilakukan   secara   interaktif   dan berlangsung  
secara  terus  menerus  sampai  tuntas.   Adapun  teknik analisis data secara 
interaktif meliputi: 
a. Reduksi  data,  yaitu  peneliti  merangkum  data,  memilih  hal-hal pokok, 
menfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian, data yang telah 
                                                             
 
36
 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode ..., hlm. 39. 
 
37
 Wiratma Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 
34. 
 
38
 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66. 
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direduksi akan memberikan gambaran yang jelas yang nantinya akan 
mempermudah penulis pada tahap selanjutnya. 
b. Penyajian data, penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
dan hubungan antar kategori. Penulis akan menyajikan data dalam bentuk 
teks yang bersifat narasi. 
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif  
diharapkan bisa menjadi temuan baru yang belum ada. Temuan ini berupa 
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya  belum  jelas  
sehingga  setelah  diteliti  menjadi  jelas, dapat berupa hubungan interaktif, 
hipotesis dan teori. 
Dalam menganalisis  data,  peneliti  menggunakan teknik  analisis data  
deskriptif  kualitatif,  karena  data  yang  diambil  merupakan hasil  dari  
penelitian secara alamiah dan interprestasi dimana penulis berpartisipasi 
secara langsung dalam penelitian di lapangan.
39
 
H. Sistematika Penulisan 
BAB I: Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan, 
Manfaat Penulisan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB II: Landasan Teori yang memuat tentang Tinjauan Umum Akad 
Mud}a>rabah dan Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito 
                                                             
 
39
 Maya Nur Indahyani, “Peran Rescheduling terhadap Pembiayaan Bermasalah dengan Akad 
Murabahah di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi 
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Surabaya. 2018. hlm. 25-26.  
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yang terdiri dari: Pengertian Mud}a>rabah, Dasar Hukum Mud}a>rabah, Rukun dan 
Syarat Mud}a>rabah, Jenis-jenis Mud}a>rabah, Faktor yang Mepengaruhi Bagi Hasil, 
Hukum Mud}a>rabah, Aplikasi Mud}a>rabah dalam Perbankan, Pembatalan 
Mud}a>rabah, Manfaat Mud}a>rabah. Simpanan Berjangka Syariah yang terdiri dari: 
Pengertian Simpanan Berjangka Syariah, Dasar Hukum Simpanan Berjangka 
Syariah, Syarat dan Ketentuan Simpanan Berjangka Syariah, Kebijakan Khusus 
Simpanan Berjangka Syariah, Praktik Simpanan Berjangka Syariah, Jenis-jenis 
Simpanan Berjangka Syariah, Manfaat dan kelebihan Simpanan Berjangka 
Syariah, Risisko Simpanan Berjangka Syariah. Dan Fatwa DSN MUI No. 
03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito 
BAB III: Pelaksanaan Simpanan Berjangka di KSPPS Dana Amanah 
Gondangrejo Karanganyar yang terdiri dari: Gambaran Umum KSPPS Dana 
Amanah Gondangrejo Karanganyar dan Penerapan Simpanan Berjangka di 
KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar yang berupa: Mekanisme 
Perjanjian Simpanan Berjangka, Isi Perjanjian Simpanan Berjangka, Syarat dan 
Ketentuan Simpanan Berjangka,  Keterlibatan Nasabah dalam Penentuan Bagi 
Hasil  
BAB IV: Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Produk Simpanan Berjangka  
di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar Perspektif Fatwa DSN MUI 
No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito 
BAB V: Bab ini memuat tentang Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 
hasil analisis data yang telah dilakukan, serta memuat tentang Saran yang dapat 
berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan peneliti lainnya. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD MUD}A>RABAH DAN FATWA DSN MUI NO. 
03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO 
 
A. Akad Mud{a>rabah 
1. Pengertian Akad Mud{a>rabah 
Secara etimologi kata mud{a>rabah berasal dari kata dharb yang memiliki 
banyak arti, diantaranya berdetak (d{a>raba al-qalbu), mengalir (d{a>raba damuhu), 
berenang (d{a>raba fi al-ma’), bergabung (d{a>raba fi al-amr), menghindar (d{a>raba 
‘an al-amr), berubah (d{a>raba al-laun ila al-laun), mencampur (d{a>raba al-sya‘i 
bi al-sya’i), berjalan (d{a>raba fi alard), dan lain sebagainya.1 Dikatakan 
bercampur atau bergabung, karena dalam mud{a>rabah ini terjadi 
percampuran/penggabungan (partnership) dua pihak, yaitu pihak pemilik 
modal (shahibul ma>l) dan pihak pekerja (mud{arib).2Mud{a>rabah atau qiradh 
termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah mud{a>rabah 
digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah 
qiradh. Dengan semikian, mud{a>rabah dan qiradh adalah dua istilah untuk 
maksud yang sama. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mud{a>rabah, sebab 
setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus 
                                                             
 1 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 
2009), hlm. 33. 
 
2
 Nurul Huda, Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), cet ke-2, hlm. 72. 
22 
 
 
 
mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.
3
 Perjalanan 
tersebut dinamakan d{a>rban fissafar. Mengenai pengertian mud{a>rabah menurut 
istilah, di antara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah: 
“Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk 
berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya 
berdasarkan persyaratan yang disepakati.”4  
Disebut mud{a>rabah karena pelakunya berkenalan ke mana-mana untuk 
mendapatkan laba. Istilah mud{a>rabah di kenal di kalangan mazhab Hanafiyyah, 
Hanabilah dan Zaidiyyah. Sedangkan di kalangan Syafi‟iyyah dan Malikiyyah, 
transaksi ini di kenal dengan qiradh.5 Dasar perjanjian mud{a>rabah adalah 
kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka, pengelolaan dana oleh mud{arib, 
shahibul ma>l tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun 
selain hak melakukan pengawasan (controlling) untuk menghindari 
pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi 
terjadinya kecerobohan dan/atau kecurangan yang dapat dilakukan mud{arib.6 
Contoh mud{a>rabah ialah pihak yang punya modal menyerahkan modalnya 
kepada pengusaha untuk diusahakan dalam bidang perdagangan, perindustrian, 
dan sebagainya dengan membagikan untung di antara kedua belah pihak 
                                                             
 
3
 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, hlm. 223-224. 
 
4
 Ibid. 
 
5
 Muh. Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif 
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), cet. ke-2, hlm. 160. 
 
6
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Keuangan Syari’ah: beberapa Permasalahan dan 
Alternatif Solusi (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 33. 
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mengikuti ukuran yang disepakati seperti 35% untuk pemilik modal dan 65% 
untuk pengusaha.
7
 
Sedangkan pengertian menurut istilah fikih mud{a>rabah adalah sebagai 
berikut: 
a. Mazhab Hanafi: “Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal 
harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain.” 
b. Mazhab Maliki: “Suatu pemberian mandat (tauki>l) untuk berdagang dengan 
mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan 
mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan 
keuntungan.” 
c. Mazhab Syafi‟i: “Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang 
lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka 
berdua.” 
d. Mazhab Hanbali: “Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya 
dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.”8 
Keuntungan adalah konsekuensi dari kesuksesan usaha bisnis. Dalam hal 
ini kerugian tidak dapat dianggap berasal dari suatu usaha bisnis. Dengan kata 
lain kerugian merupakan kenyataan yang tidak mungkin memberikan tambahan 
                                                             
 
7
 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 413. 
 
8
 Muhammad, Sitem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2017), cet. 
ke-2, hlm. 46-47. 
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dalam modal meskipun dalam usaha bisnis.
9
 Jika terjadi bisnis itu merugi, 
maka seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik modal.
10
 
2. Dasar Hukum Mud{a>rabah 
Mud{a>rabah tidak merujuk langsung kepada Al-Qur‟an dan Sunnah, tetapi 
berdasarkan kebiasaan (tradisi) yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, dan 
bentuk kerjasama perdagangan model ini tampak berlangsung terus sepanjang 
masa awal Islam sebagai instrumen utama yang mendukung para kafilah untuk 
mengembangkan jaringan perdagangannya secara luas.
11
 Landasan syariah 
pembiayaan mud{a>rabah adalah Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Pembiayaan mud{a>rabah (qiradh).12 
Ulama fiqih sepakat bahwa mud{a>rabah disyaratkan dalam Islam 
berdasarkan Al-Qur‟an, Sunah, Ijma’, dan Qiyas. 
a. Al-Qur‟an 
Ayat-ayat yang berkenaan dengan mud{a>rabah, antara lain: 
ِّ ّٰ هنا ِمِضَف ٍِ ِي ٌَ ِوُغَتِثٍَ ِضِزَاْنا يِف ٌَ ِوُتِسِضٍَ ٌَ ِوُسَخّٰاَو  ۖ  
 
 
                                                             
 
9
 M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, terj. Fakhriyah 
Mumtihani, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), cet. ke-2, hlm. 24. 
 
10
 Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of 
Islamic Economic System) (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm 206. 
 
11
 Muhammad Arrozi, “Perlakuan Mudharabah pada Tabungan Mudharabah dalam Tinjauan 
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Artinya: 
“dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-
Muzammil: 20)
13
 
b. As-Sunah 
Diantara hadis yang berkaitan dengan mud{a>rabah adalah hadis yang 
diriwayatkan oleh Bukhari, Dari Urwah bin Abu Ja‟d Al Bariqi 
bahwasannya ia diberi uang satu Dinar oleh Rasulullah SAW untuk 
membeli binatang yang akan dijadikan kurban atau kambing. Namun, 
Urwah membeli dua kambing lalu ia menjual salah satunya dengan satu 
Dinar. Urwan datang kepada Rasulullah dengan satu dinar dan satu 
kambing, lalu Rasulullah menolaknya agar diberkahi dalam jual belinya. 
Seadaninya Urwah membeli tanah maka ia juga akan untung dalam 
pembelian itu. (H.R. Bukhari).
14
 
Malik meriwayatkan kepadaku dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, 
bahwa ia berkata, “Suatu ketika, Abdullah dan Ubadaidillah (keduanya) 
adalah putra Umar bin Khaththab RA) berangkat dalam rombongan pasukan 
menuju ke Irak. Ketika mereka berdua kembali, mereka berpapasan dengan 
Abu Musa Al Asy‟ari, yang tengah menjabat sebagai gubernur Bashrah. 
Abu Musa pun menyambut dan memberi kemudahan kepada mereka 
berdua. Ia lalu berkata, „Seadainya aku bisa melakukan sesuatu yang 
bermanfaat bagi kalian berdua, pasti akan kulakukan.‟ Kemudian ia berkata, 
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„Baiklah, ini ada harta (uang) milik Allah, yang ingin kusampaikan kepada 
Amirul Mukminin. Aku pinjamkan kepada kalian, agar kalian dapat 
menggunakannya untuk membeli barang-barang dari Irak, kemudian kalian 
dapat menjualnya di Madinah, lantas kalian boleh kembalikan modalnya 
kepada Amirul Mukminin, sedangkan keuntungannya untuk kalian berdua.‟ 
Mereka lantas menjawab, „Kamu sangat menginginkannya.‟ 
Abu Musa kemudian melakukannya dan menulis sepucuk surat kepada 
Umar bin Khaththab bahwa ia mengambil uang tersebut untuk mereka 
berdua. Dan ketika mereka tiba di Madinah, merekapun berjualan dan 
memperoleh keuntungan. Kemudian ketika mereka ingin menyerahkan uang 
tersebut kepada Umar, ia berujar, „Apakah semua pasukannya (Abu Musa) 
diberi pinjaman seperti ia lakukan kepada kalian berdua?‟ Mereka berdua 
menjawab, „Tidak.‟ Umar bin Khaththab kemudian berkata, „(Apakah 
karena kalian berdua adalah) putera Amirul Mukminin, lalu ia mau memberi 
pinjaman kepada kalian? Kembalikan uang dan keuntungan itu kepadanya!‟ 
Abdullah hanya bisa diam, sedangkan Ubaidillah angkat bicara, „Wahai 
Amirul Mukminin, engkau tidak pantas melakukannya/. Seandainya uang 
ini berkurang atau hilang, pasti kami yang harus menanggungnya.‟ Umar 
menjawab, “Kembalikan uang itu! Abdullah tetap diam sedangkan 
Ubaidillah menjawabnya. 
Tidak lama kemudian salah seorang lelaki hadir dalam majelis tersebut 
berkata, „wahai Uumar sang Amirul Mukminin, bagaimana jika engkau 
menganggapknya sebagai pemberian modal usaha?” Umar menjawab, 
27 
 
 
 
„(Baik) aku anggap itu sebagai pemberian modal ushaa.‟ Umarpun 
kemudian mengambil modal tersebut dan separuh dari keuntungan yang 
ada, sementara, 
Malik mengungkapkan, “Bentuk pemberian modal usaha dengan sistem 
bagi hasil keuntungan yang lazim dan tidak boleh dilakukan adalah ketika 
seseorang mengambil uang dari rekannya dengan syarat agar digunakan 
untuk usaha tanpa jaminan. Sedangkan upah atau biaya pekerja dan 
pengelola uang tersebut selama dalam perjalanan, kebutuhan makan dan 
pakaian serta segala kebutuhan yang diperlukannya disesuaikan dengan 
kondisi keuangan jika ia yang  
c. Ijma’ 
Di antara ijma’ dalam mud{a>rabah, adanya riwayat yang menyatakan 
bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim. Perbuatan 
tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Umar r.a melakukan 
mud{a>rabah dalam harta anak yatim, dan menyerahkannya kepada orang 
yang akan mengelolanya secara mud{a>rabah.15  
d. Qiyas 
Mud{a>rabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk 
mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula 
yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan 
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hartanya.
16
 Di sisi lain banyak orang miskin yang mau bekerja, tetapi kurang 
modalnya. Dengan demikian, adanya mud{a>rabah adalah untuk 
mempertemukan pemodal dengan pekerja sehingga harta yang ada 
memberikan kemaslahatan bagi keduanya.
17
 
e. Dalil Logika 
Mud{a>rabah sangat diperlukan dalam masyarakat. Sebab seseorang 
kadang-kadang mempunyai harta untuk dijadikan usaha, dan sebaliknya ada 
yang mempunyai keahlian untuk membuka usaha, tetapi tidak memiliki 
modal maka dengan adanya kebolehan bentuk muamalah ini, kedua belah 
pihak akan terpenuhi kebutuhannya yang akan memberikan kemaslahatan 
umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
18 
3. Rukun dan Syarat Mud{a>rabah 
Mud{a>rabah terpenuhi sempurna apabila memenuhi rukun-rukunnya, yaitu: 
1. Shahibul ma>l (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai 
pemilik dana yang hendak ditaruh di bank, dalam hal ini nasabah sebagai 
shahibul mal; 
2. Mud{arib (pengelola), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai 
pengelola atas dana yang ditaruh di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini 
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97. 
 
17
 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 302. 
 
18
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bank bertindak sebagai mud{arib.19 Seorang enterprenuer dapat perorangan, 
rumah tangga, perusahaan, atau suatu unit ekonomi.
20
; 
3. Usaha/pekerjaan yang akan dibagihasilkan harus ada21. Syarat yang harus 
dipenuhi: usaha perniagaan adalah hak eksklusif mud{arib tanpa adanya 
intervensi dari pihak shahibul ma>l. Pemilik dana tidak boleh membatasi 
tindakan dan usaha mud{arib sedemikian rupa, mud{arib tidak boleh 
menyalahi aturan syariah dan harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan 
shahibul ma>l.22; 
4. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai bagi hasil 
patokan dasar nasabah dalam menabung; 
5. Ijab kabul antara pihak shahibul ma>l dan mud{arib.23 Sighat atau ijab dan 
qabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan 
mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah 
kontrak.
24 
Rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya sesuatu yang lain. 
Karenanya, ulama menegaskan bahwa rukun adalah bagian dari yang harus ada 
(jika rukun akad tidak ada, akadnya tidak terbentuk [tidak terwujud atau tidak 
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ada]). Menjadikan al-ribt (keuntungan) sebagai rukun akad mud{a>rabah 
melahirkan risiko batalnya akad jika usaha yang dialami mud{arib (pengelola) 
tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan rugi. Padahal, usaha muda}rib 
berpotensi rugi, di samping potensi untung (al-ghurm bi al-ghurm). Oleh 
karena itu, untuk sebaiknya tidak dijadikan rukun mud{a>rabah. Syarat-syarat 
akad mud{a>rabah berkaitan dengan rukunnya. Akan tetapi, ulama berbeda 
pendapat mengenai rukun akad mud{a>rabah. Secara umum, perbedaan tersebut 
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
a. Rukun mud{a>rabah menurut jumhur ulama adalah: 1) pihak-pihak yang 
melakukan akad, yaitu shahibul ma>l dan mud{arib; 2) ma’qud, yaitu modal 
(ra’sul al-ma>l), usaha (al-‘ama>l/al-a’ma>l), dan keuntungan (al-ribt); dan 3) 
pernyataan mud{a>rabah/sighat akad, yaitu pernyataan yang berupa 
ijab/penawaran dan qabul/penerimaan. 
b. Abu Zaid menjelaskan bahwa rukun mud{a>rabah ada lima: 1) dua pihak yang 
berakad; 2) shighat akad, yaitu ijab dan qabul; 3) al-ma>l, yaitu modal untuk 
berbisnis; 4) al-ribt, yaitu pertambahan modal; dan 5) al-‘ama>l, yaitu yang 
dilakukan mud{arib untuk mendapatkan keuntungan. 
c. Umar Mushthafa Jabar Isma‟il menjelaskan bahwa dalam pandangan ulama 
Hanafiah, rukun mud{a>rabah hanya satu, yaitu shighat akad yang terdiri atas 
ijab dan qabul.25 
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Ketentuan lain yang dapat diatur dalam mud{a>rabah dapat disepakati antara 
lain hal-hal sebagai berikut: 
a. Jangka waktu tertentu untuk masa berlakunya mud{a>rabah; 
b. Mud{arib menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam 
mud{a>rabah; dan atau 
c. Penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara shahib al-
ma>l dengan mud{arib.26 
4. Bagi Hasil 
a. Pengertian Bagi Hasil 
Prinsip bagi hasi merupakan karakteristik umum dan landasan dasar 
bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya 
berdasarkan kaidah mud{a>rabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan 
berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha 
yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai 
mud{arib „pengelola‟, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul ma>l 
„penyandang dana‟. Antara keduanya diadakan akad mud{a>rabah yang 
menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.  
Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan 
bertindak sebagai shahibul ma>l (penyandang dana, baik yang berasal dari 
tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang 
saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai 
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mud{arib „pengelola‟ karena melakukan usaha dengan cara memutar dan 
mengelola dana bank.
27
 
b. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 
1) Faktor Langsung 
Faktor langsung (direct fators) yang mempengaruhi perhitungan 
bagi hasil adalah sebagai berikut: 
a) Investment rate, merupakan presentase aktual dana yang 
diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate 
sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana 
dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. 
b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah 
dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. 
Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu 
metode ini: 
- Rata-rata saldo minimum bulanan, 
- Rata-rata total saldo harian. 
Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk 
diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang 
digunakan.
28
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c) Nisbah (profit sharing ratio) 
- Salah satu ciri mud{a>rabah adalah nisbah yang harus ditentukan 
dan disetujui pada awal perjanjian. 
- Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. 
- Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, 
misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 
Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya 
sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 
2) Faktor Tidak Langsung 
a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mud{a>rabah  
- Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan 
biaya (profit and sharing). Pendapatan yang “dibagihasilkan” 
merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. 
- Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue 
sharing. 
b) Kebijkan akunting (prinsip dan meyode akunting), bagi hasil secara 
tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang 
diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan 
dan biaya.
29
 
5. Jenis-jenis Mud{a>rabah 
Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. 
Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan 
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disebut pembiayaan mud{a>rabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka 
dana yang diterima dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu mud{a>rabah 
muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mud{a>rabah muqayyadah (investasi 
terikat).
30
 Terdapat dua macam investasi yang menggunakan prinsip-prinsip 
perbankan Islam mud{>arabah, yaitu invetasi umum mud{a>rabah (AGIA/Al- 
Mud{a>rabah general investemen aacount) dan investasi khusus mud{a>rabah 
(ASIA/Al Mud{a>rabah Special Investement Account).31 
Secara garis besar, dilihat dari kewenangannya mud{a>rabah terbagi menjadi 
tiga jenis: 
a. Mud{a>rabah mutlaqah 
Penerapan mud{a>rabah mutlaqah dapat berupa simpanan biasa dan 
simpanan berjangka, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu; 
simpanan biasa mud{a>rabah dan simpanan berjangka mud}a>rabah. Ini tidak 
ada pembatasan bagi KJKS BMT dalam menggunakan dana yang 
dihimpun.
32
 Mud{arib selaku orang yang ahli haruslah bebas untuk betindak 
berdasarkan kemampuannya sendiri, dan dengan demikian, tidak ada 
seorang atau negarapun yang mencampuri kegiatannya.
33
 Ketentuan umum 
dari mud{a>rabah mutlaqah adalah;  
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1) KJKS BMT wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 
nisbah dan tata cara perhitungan keuntungan dan tata cara pembagian 
keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana 
yang tercantum dalam akad.  
2) Untuk simpanan mud{a>rabah KJKS BMT dapat memeberikan buku 
simpanan sebagai bukti penyimpanan. Sedangkan untuk simpanan 
berjangka mud{a>rabah KJKS BMT wajib memberikan sertifikat atau 
tanda penyimpanan simpanan berjangka kepada anggota.  
3) Simpanan mud{a>rabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai 
dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan 
mengalami saldo negatif.  
4) Simpanan berjangka mud{a>rabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan 
jangka waktu yang telah disepakati.  
5) Ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan simpanan berjangka 
dan simpanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. 
b. Mud{a>rabah muqayyadah on balance sheet 
Jenis mud{a>rabah ini merupakan jenis simpanan khusus (restricted 
invesment) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang 
dipenuhi oleh pihak KJKS BMT. Karakteristik dan jenis simpanan ini 
adalah; (1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus 
diikuti oleh KJKS BMT. (2) KJKS BMT wajib
34
 memberitahukan kepada 
pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan. (3) 
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Sebagai tanda bukti simpanan, KJKS BMT menerbitkan bukti simpanan 
khusus. (4) Untuk simpanan berjangka mud{a>rabah, KJKS BMT wajib 
memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan simpanan berjangka kepada 
pemilik dana. 
c. Mud{a>rabah muqayyadah off balance sheet 
Jenis mud{a>rabah ini merupakan penyaluran dana langsung kepada 
pelaksana usaha, di mana KJKS BMT bertindak sebagai perantara yang 
mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana 
dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh KJKS 
BMT dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana 
usahanya. Karakteristiknya adalah: 
1) Sebagai tanda bukti simpanan, KJKS BMT wajib menerbitkan bukti 
simpanan khusus.  
2) KJKS BMT wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.  
3) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrasi.  
4) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak 
yang diamanatkan oleh pemilik dana.  
5) KJKS BMT menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.  
6) Antara pemilik dana dengan pelaksana usaha berlaku bagi hasil 
(nisbah).
35
 
Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip 
mud{a>rabah terbagi tiga, yaitu: 
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a. Investasi Umum (Mud{a>rabah Mutlaqah) 
Berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis 
penghimpunan dana, yaitu tabungan mud{a>rabah dan deposito mud{a>rabah. 
Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam 
menggunakan dana yang dihimpun. 
b. Investasi Khusus (Mud{a>rabah Muqayyadah on Balance Sheet) 
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restriced 
investmen) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu 
yang harus dipatuhi oleh bank.  
c. Investasi Khusus (Mud{a>rabah Muqayyadah off Balance Sheet) 
Jenis mud{a>rabah ini merupakan penyaluran dana mud{a>rabah langsung 
kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara 
(arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana 
usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus 
dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan 
pelaksana usahanya.
36
 
6. Hukum Mud{a>rabah 
Hukum mud{a>rabah terbagi dua, yaitu mud{a>rabah sahih dan mud{a>rabah 
fasid. Kedua jenis mud{a>rabah ini akan dijelaskan di bawah ini: 
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a. Hukum Mud{a>rabah Fasid 
Salah satu contoh mud{a>rabah fasid adalah mengatakan, “Berburulah 
dengan jaring saya dan hasil buruannya dibagi di antara kita.” Ulama 
Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa pernyataan 
termasuk tidak dapat dikatakan mud{a>rabah yang sahih karena pengusaha 
(pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia 
mendapatkan buruan atau tidak. Hasil yang diperoleh pengusaha atau 
pemburu disertakan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu 
tidak memiliki hak sebab akadnya fasid. Tentu saja, kerugian yang ada pun 
ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Namun, jika modal rusak atau 
hilang, yang diterima adalah ucapan pengusaha dengan sampahnya. 
Pendapat ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat 
ulama Hanafiyah.
37
 
b. Hukum Mud{a>rabah Sahih 
Hukum mud{a>rabah sahih yang tergolong sahih cukup banyak, di 
antaranya berikut ini. 
1) Tanggung Jawab Pengusaha 
Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggungjawab atas 
modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena 
kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya.
38
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2) Tasharruf Pengusaha 
Hukum tentang thasarruf pengusaha berbeda-beda bergantung pada 
mud{a>rabah mutlak atau terikat. Pada mud{a>rabah mutlak, Menurut ulama 
Hanafiyah, jika mud{a>rabah mutlak, maka pengusaha berhak untuk 
beraktivitas dengan modal tersebut yang menurus kepada pendapatan 
laba, seperti jual beli. Begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa 
modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk 
mengusahakan harta tersebut. Dalam mud{a>rabah mutlak, menurut ulama 
Hanfiyah, pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada 
pengusaha lainnya atas seizin pemilik modal. Namun demikian, harta 
tersebut tetap berada di bawah tanggung-jawabnya (pengusaha 
pertama).
39
 
7. Aplikasi Mud{a>rabah dalam Perbankan 
Skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqih Islam. 
Dan inilah sesungguhnya praktik mud{a>rabah yang dilakukan oleh nabi dan 
para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi 
adalah investasi langsung (direct financing) antara shahib al-ma>l (sebagai 
surplus unit) dengan mud{arib (sebagai deficit unit). Dalam direct financing 
seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (intermediary) tidak ada.
40
 
Ada inovasi di kalangan ulama menerapkan skema mud{a>rabah pada bank 
syariah, yaitu mud{a>rabah dengan melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak 
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ini diperankan oleh bank syari‟ah sebagai lembaga perantara. Jadi, bank 
mengubah pola direct financing menjadi indirect financing.
41
 
Mud{a>rabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa 
biasanya hubungan antara shahib al-ma>l dengan mud{arib merupakan hubungan 
personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). 
Shahib al-ma>l hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal 
dengan baik profesionalitas maupun karakternya. Modus mud{a>rabah seperti itu 
tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh 
bank.
42
 
Fiture dan mekanisme penerapan skema mud{a>rabah pada koperasi syariah, 
yaitu: 
a. Pembiayaan mud{a>rabah diberikan dalam bentuk tunai yang dinyatakan 
jumlahnya atau dalam bentuk barang yang dinyatakan harga perolehannya. 
b. Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing yakni untung 
dan rugi dibagi bersama atau dibagi pendapatan (revenue sharing). 
c. Koperasi syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. 
Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam 
menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah 
ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah. 
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d. Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian 
modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara 
angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. 
e. Untuk mengantisipasi resiko akibat kelalaian atau kecurangan, koperasi 
syariah dapat meminta jaminan dari mud{arib.43  
8. Pembatalan Mud{a>rabah 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 253, “Akad 
mud{a>rabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mud{arib 
meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.” Dan pada 
pasal 254: 
a. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain lain 
berdasarkan bukti dari mud{arib yang telah meninggal dunia. 
b. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mud{arib, dibebankan pada 
pemilik modal.
44
 
Mud{a>rabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut: 
a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mud{a>rabah. Jika salah 
satu syarat mud{a>rabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang 
oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan 
sebagian upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia 
melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka 
                                                             
 
43
 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori&Praktik (Banten: Pustaka Aufa Media/PAM Press, 
2012), hlm. 39-40. 
 
44
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 69. 
42 
 
 
 
keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian 
tersebut menjadi tanggaung jawab pemilik modal karena pengelola adalah 
sebagai buruh yang berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab 
sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya. 
b. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang 
pemilik modal meninggal dunia, mud{a>rabah menjadi batal.  
c. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebgaai pengelola modal 
atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan 
akad. 
45
 Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola 
usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. 
d. Modal sudah tidak ada.46 
Selain hal di atas, mud{a>rabah dapat pula menjadi rusak dan batal apabila 
terjadi hal-hal berikut: 
a. Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan. 
b. Salah satu aqid gila. 
c. Pemilik modal murtad. 
d. Modal rusak ditangan pengusaha.47 
9. Manfaat Mud{a>rabah 
                                                             
 
45
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2016), cet ke-10, hlm. 143. 
 
46
 Rustam Ali Agung Nugroho, “Tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap Mekanisme Akad 
Mudharabah dalam Pengelolaan Dana pada Asuransi Takaful Kantor Cabang Surakarta”,  Skripsi 
tidak diterbitkan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu‟amalah) IAIN Surakarta. Surakarta. 2018. 
hlm. 31. 
 
47
 Muh. Asro dan Muh. Kholid, Fiqh Perbankan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 
147-148. 
43 
 
 
 
Hikmah mud{a>rabah adalah mengangkat kemiskinan di kalangan 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup da merealisasikan bentuk kasih 
sayang antar sesama. Bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik 
modal. Pertama, memperoleh pahal dari Allah SWT. karena ia dapat 
mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak 
membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini jika kerja sama 
tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar tidak memiliki modal. 
Apabila yang diajak mud{a>rabah itu orang kaya, hal itu memberi faedah tukar 
menukar manfaat. Kedua, bertambahnya uang, melimpahnya sumber 
kesejahteraan hidup. Adapun manfaat bagi pengelola adalah menghilangkan 
kesempitan usahanya shingga menjadi sanggup bekerja dan mencari nafkah.
48
 
Islam mensyariatkan akad kerja sama mud{a>rabah untuk memudahkan 
orang, karena sebagian mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu 
megelolanya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta, tetapi 
memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Shahib al-
ma>l (investor) memanfaatkan keahlian mud{arib (pengelola) dan mud{arib 
(pengelola) memanfaatkan harta sehingga terwujudlah kerja sama harta dan 
amal. Allah Ta‟ala tidak mensyariatkan akad, kecuali untuk mewujudkan 
kemasalahatan dan menolak kerusakan.
49
 Manfaat utama bagi nasabah adalah 
penggunaan pembiayaan mud{a>rabah untuk memenuhi kebutuhan permodalan 
                                                             
 
48
 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah ..., hlm. 155.  
 
49
 Khaerul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah (Bandung: CV 
Pustaka Setia, 2013), hlm. 18. 
44 
 
 
 
usaha nasabah. Secara umum pembiayaa mud{a>rabah digunakan untuk 
pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.
50
  
B. Simpanan Berjangka Syariah 
1. Pengertian Simpanan Berjangka Syariah 
Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 
waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Secara 
garis besar deposito itu dapat dibagi kedalam tiga jenis sebagai berikut yaitu 
deposito berjangka (time deposit atau fixed deposit), deposito harian (deposit 
on call), dan sertifikat deposito.
51
 Adapun pemilik deposito (nasabah 
penyimpan dana) disebut sebagai deposito.
52
 Deposito Berjangka, yaitu 
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 
berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
53
 Akan tetapi, bagi 
hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa maupun 
tabungan berencana.
54
 
Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank 
kepada masyarakat. Bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga 
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tabungan karena terikat dalam kontrak penempatan.
55
 Berdasarkan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka 
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu 
tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank bersangkutan.
56
 
Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat 
diperdagangkan.
57
 
Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan 
Pinjam oleh Koperasi Bab 1 Pasal 1 ayat (14), Simpanan berjangka adalah 
simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan 
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian 
antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
58
 Deposito mud{a>rabah 
adalah simpanan masyarakat di bank syari‟ah yang pengambilannya sesuai 
waktu yang telah ditetapkan oleh bank syari‟ah. Variasi deposito mud{a>rabah 
ini diklasifikasikan ke dalam deposito: 1 bulan; 3 bulan; 6 bulam dan 12 
bulan.
59
 Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat 
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jangka waktu dalam penempatannya.
60
 Deposito mud{a>rabah hanya dapat 
dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang 
diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito 
baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka 
tidak perlu dibuat akad baru.
61
 
2. Dasar Hukum Simpanan Berjangka Syariah  
a. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahu 2008 disebutkan: 
Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mud{a>rabah atau akad lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya 
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah 
penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah. 
b. Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Thaun 2008, 
disebutkan: Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada 
bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad mud{a>rabah atau 
akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk 
deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
c. Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Nomr 03/DSN-MUI/IV/2000 
menjelaskan tentang ketentuan umum deposito berdasarkan akad 
mud{a>rabah. 
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d. Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yang diatur 
kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/-DPbS tanggal 
17 Maret 2008.
62
 
3. Syarat dan Ketentuan Simpanan Berjangka Syariah 
Penghimpun dana dalam bentuk deposito berdasarkan mud{a>rabah berlaku 
persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. 
b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal. 
c. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam 
bentuk nisbah. 
d. Pada akad tabungan berdasarkan mud{a>rabah, nasabah wajib 
menginvestasikan minimum dana tetentu yang jumlahnya ditetapkan oleh 
bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan 
rekening. 
e. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan. 
f. Bank sebagai mud{arib menutup biaya operasional tabungan atau deposito 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa 
persetujuan nasabah yang bersangkutan. 
h. Bank tidak menjamin nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-
undangan yang berlaku. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam 
perbankan syariah mengenai penghimpunan dana dari masyrakat secara 
langsung menggunakan tiga instrumen yaitu giro (deman deposit), tabungan 
(saving deposit), dan deposito (time deposit). Berbeda dengan bank 
konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontrapretasi bagi nasabah, 
maka dalam bank syariah mengunakan dua prinsip perjanjian dalam Islam yang 
di dalamnya tidak mengandung unsur riba, maisyir, gharar, yaitu prinsip titipan 
(wadi>’ah) dan prinsip bagi hasil (mud{a>rabah).63 
Ketentuan umum deposito berdasarkan mud{a>rabah, yaitu: 
a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul ma>l atau pemilik 
dana, dan bank bertindak sebagai mud{arib atau pengelola dana. 
b. Dalam kapasitasnya sebagai mud{arib, bank dapat melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari‟ah dan 
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mud{a>rabah dengan pihak lain. 
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan 
piutang. 
d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
e. Bank sebagai mud{arib menutup biaya operasional deposito dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
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f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah 
tanpa persetujuan yang bersangkutan.
64
 
4. Kebijakan Khusus Simpanan Berjangka Syariah 
a. Setiap anggota harus megisi Aplikasi Permohonan Simpanan Berjangka 
secara lengkap. 
b. Setoran minimal simpanan berjangka adalah Rp500.000,- dan seterusnya 
dalam kelipatan Rp500.000,-  
c. Jangka waktu simpanan berjangka dari 1-24 bulan, dengan proporsi tingkat 
bagi hasil sebagai berikut: 
1) Lama simpanan 1 bulan maka nisbah anggota 40% dan nibah BMT 60%, 
2) Lama simpanan 3 bulan maka nisbah anggota 45% dan nisbah BMT 
55%, 
3) Lama simpanan 6 bulan maka nisbah anggota 50% dan nisbah BMT 
50%, 
4) Lama simpanan 12 bulan maka nisbah anggota 55% dan nisbah BMT 
45%, 
5) Lama simpanan 24 bulan maka nisbah anggota 60% dan nisbah BMT 
40%. 
d. Simpanan Berjangka dapat berlaku ARO (automatic roll over) yang berarti 
akan diperpanjang yang sebelumnya apabila memang telah menjadi pilihan 
anggota pada awal perjanjian. 
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e. Bagi simpanan berjangka yang pada waktu jatuh tempo tidak diambil, maka 
KJKS BMT akan secara otomatis memindahkan pos simpanan berjangka 
tersebut ke pos KSD (Kewajiban Segera Dibayar) yang pada waktu kapan 
saja anggota dapat mengambilnya. 
f. Bagi hasil simpanan berjangka akan dibagikan sesuai dengan tanggal 
perjanjian simpanan berjangka. 
g. Bagi hasil secara otomatis akan dipindahkan ke rekening KSD apabila tidak 
ada perjanjian sebelumnya bagi hasil tersebut akan dibukukan ke rekening 
simpanan pemilik rekening yang sama. 
h. Apabila pemilik rekening simpanan berjangka ditakdirkan meninggal dunia 
maka secara otomatis pemilik rekening yang sah adalah ahli waris yang 
namanya tertera pada pengajuan simpanan berjangka. 
i. Penarikan simpanan berjangka sebelum waktu jatuh tempo dikenakan biaya 
sebagai berikut: 
1.) Biaya administrasi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 
2.) Bila belum sampai 1 (satu) bulan mengendap, maka dikenakan biaya 
pinalti sebesar 1,5% dari nilai simpanan berjangka (berlaku untuk semua 
jangka waktu simpanan berjangka). 
3.) Bila pengendapannya belum sampai 2 (dua) bulan maka tidak 
mendapatkan bagi hasil, ditambah biaya pinalti 0,5% dari nilai simpanan 
berjangka
65
 (berlaku untuk simpanan berjangka dengan jangka waktu 3 
bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan). 
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4.) Bila pengendapan sudah di atas 2 (dua) bulan, maka bagi hasil yang telah 
diberikan tidak dapat diambil atau hangus. 
5.) Bila bagi hasil telah diambil, maka nilai pokok simpanan berjangka 
dikurangkan dengan nilai bagi hasil yang telah diberikan.
66
 
Penarikan deposito sebelum jatuh tempo: 
1) Terima intruksi dari deposan (melalui CS) 
2) Periksa kebenaran tanda tangannya 
3) Mintakan persetujuan dari Pimpinan Cabang67 
j. Penarikan simpanan berjangka yang sangat mendadak dan menyebabkan 
kesulitan dari pihak KJKS BMT untuk menyediakan dana karena tidak 
sesuai dengan perjanjian, KJKS BMT berhak mengenakan pinalti dengan 
membatalkan bagi hasil minimal setengah dari bagi hasil yang seharusnya 
diterima.  
k. Apabila bagi hasil telah diterima sebelumnya oleh anggota, maka anggota 
harus menggantikannya secara tunai kepada KJKS BMT. 
l. Pemberian nomor rekening dibuat sedemikian rupa oleh petugas yang 
berwenang untuk memudahkan proses identifikasi, pemeriksaan maupun 
pembuatan laporan.
68
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5. Praktik Simpanan Berjangka Syariah 
Dalam bank syariah, praktik deposito mud{a>rabah dapat dijelaskan dengan 
merujuk pada beberapa aspek berikut: 
a. Deposito mud{a>rabah merupakan kategori investasi, sehingga disebut 
investement accounts bukan saving accounts sebagaimana pada tabungan. 
b. Dana deposito boleh diperdayakan pihak bank, dan deposan akan 
mendapatkan “bagi hasil”.69 Tawar-menawar nisbah antara pemilik modal 
(yakni investor atau deposan) dengan  bank syariah hanya terjadi bagi 
deposan atau investor dengan jumlah besar, karena ini memiliki daya tawar 
tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangkan untuk nasabah 
deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya 
akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh 
setuju boleh tidak.
70
 
c. Dana deposito pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil kecuali pada 
tanggal yang telah disepakati. Akan tetapi jika deposan berkehendak untuk 
tetap mengambil dana investasi pada tanggal yang tidak sesuai perjanjian 
maka akan dikenakan “denda” sesuai dengan kebijakan bank. 
d. Penentuan jangka waktu berdasarkan: “regulasi perbankan” yaitu 1, 3, 6, 
serta 12 bulan. 
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e. Terdapat deposito biasa, maksudnya jika tanggal waktu deposito habis maka 
perjanjian akan habis pada tepat waktunya dan tidak diperpanjang, dengan 
atau tidak pemberitahuan dari deposan. 
f. Automatic Roll Over merupakan model lain dari deposito biasa. Maksudnya 
jika tanggal waktu deposito habis, sedangkan deposan tidak ada 
pemberitahuan maka secara otomatis pihak bank akan memperpanjang 
waktu deposito. 
g. Perjanjian atau akad mencantumkan shahibul ma>l yaitu nasabah sebagai 
pihak pertama, mud{arib yaitu bank sebagai pihak kedua.71 
Implementasi simpanan berjangka (mud{a>rabah) dalam koperasi syariah, 
yaitu: 
a. Syarat-syarat simpanan berjangka harus dalam mata uang rupiah, adanya 
setoran pertama, media penyetoran dan penarikan dana dengan slip setoran 
tunai dan slip penarikan tunai. 
b. Kelengkapan dokumen harus didukung dengan Foto Copy KTP/SIM yang 
masih berlaku, dan aplikasi permohonan pembukaan/penutupan rekening. 
c. Bagi hasil diberikan bila rata-rata saldo di atas minimal (nisbah ditentukan 
di awal pembukaan rekening). Biaya penutupan ditanggung anggota.
72
  
6. Jenis-jenis Simpanan Berjangka Syariah 
Deposito mud{a>rabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak 
bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola 
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dana (mud{arib muthlaqah), BMT berfungsi sebagai mud{arib sedangkan 
nasabah bertindak sebagai shahibul ma>l. Ada juga dana nasabah yang 
dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan pengguna dana 
untuk jenis dan tempat tertntu. Jenis tersebut disebut mud{a>rabah 
muqayyadah.73 
a. Mud{a>rabah Muthlaqah (Unrestriced Investement Account, URIA) 
Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu 
kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan 
dengan tempat, cara maupun mengelola investasinya. Dalam menghitung 
bagi hasil deposito mud{a>rabah muthlaqah (URIA), basis perhitungan adalah 
hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak 
termasuk tanggal pembukaan deposito mud{a>rabah muthlaqah (URIA) dan 
tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi 
angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang 
bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
74
 
b. Mud{a>rabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA) 
Berbeda dengan deposito mud{a>rabah mutlaqah (URIA), dalam deposito 
mud{a>rabah muqayyadah (RIA), pemilik dan memberikan batasan atau 
persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, 
baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. 
Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan 
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sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis 
yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menggunakan 
dana deposito mud{a>rabah muqayyadah (RIA) ini, terdapat dua metode, 
yakni: 
1.) Cluster Pool of Found, yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek 
dalam suatu jenis industri bisnis. 
2.) Specific Product, yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. 
Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai 
dengan metode penggunaan dana RIA, yakni: 
1.) Cluster Pool of Found, pembayaran bagi hasil deposito mud{a>rabah 
muqayyadah (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau 
periodisasi lain yang disepakati. 
2.) Specific Project, pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas 
proyek yang dibiayai.
75
 
7. Manfaat dan Kelebihan Simpanan Berjangka Syariah 
Ada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih mendepositokan uang 
di bank dibandingkan memakai uang tersebut untuk membeli saham, valuta 
asing, membuka usaha, dan lain sebagainya.
76
 Alasan tersebut adalah deposito 
dianggap sebagai tempat menyimpan uang dengan tingkat keamanan yang 
tinggi  dan perolehan pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas diterima 
setiap waktunya yaitu dan penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh 
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pemerintah, terutama jika bank tersebut tergabung atau anggota dari LPS 
(Lembaga Penjamian Simpanan).
77
 Deposito berjangka selain sebagai salah 
satu sumber dana bank, juga sebagai salah satu isntrumen surat berharga 
perbankan.
78
 
Bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan 
LDR (Loan to Deposit Ratio), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana 
pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. dalam perbankan syariah, LDR 
bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank 
benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (loan) kepada penabung 
(deposit).
79
 Manfaat bagi bank sebagai sumber pendanaan bank baik dalam 
rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan 
fluktuasi dana yang relatif rendah.
80
 Sedangan untuk nasabah manfaat yang 
diterima adalah alternatif investasi yang memebrikan keuntungan dalam bentuk 
bagi hasil.
81
 Keuntungan bagi anggota antara lain: anggota mendapat bagi hasil 
sesuai kesepakatan nisbah yang ditentukan, dapat dijadikan sebagai jaminan 
pembiayaan.
82
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8. Risiko Simpanan Berjangka Syariah 
Dalam bank konvensional, deposito adalah investasi yang disukai banyak 
orang karena paling aman, memberikan bunga di atas inflasi, dan hampir tidak 
ada risiko. Zaman sekarang deposito sudah sulit disebut sebagai investasi 
karena bunganya tidak seberapa dibandingkan pengeluaran nasabah selama 
satu bulan, dan jumlah setoran deposito pun biasanya terlalu besar sehingga 
menyulitkan mereka yang berpenghasilan rendah.
83
 Sesuai dengan prinsip 
mud{a>rabah, kepada deposan diberikan imbalan atas dasar pembagian 
keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya, selanjutnya 
apabila bank mengalami kerugian, deposan ikut mananggung risiko kerugian 
tersebut.
84
  
C. Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 
Dalam fatwa DSN MUI No. 03/IV/DSN-MUI/2000 menjelaskan bahwa: 
Pertama : Deposito ada dua jenis: 
1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito 
yang berdasarkan perhitungan bunga. 
2. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang 
berdasarkan prinsip Mud{a>rabah. 
Kedua  : Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan Mud{a>rabah 
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1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul ma>l 
atau pemilik dana, dan bank bertidak sebagai mud{arib atau 
pengelola dana. 
2. Dalam kapasitasnya mud{arib, bank dapat melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 
dan mengembangkannya, termasuk di dalam mud{a>rabah 
dengan pihak lain. 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
5. Bank sebagai mud{arib menutup biaya operasionalnya dana 
deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang 
menjadi haknya. 
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah 
keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
85
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BAB III 
PELAKSANAAN SIMPANAN BERJANGKA DI KSPPS DANA AMANAH 
GONDANGREJO KARANGANYAR 
 
A. Gambaran Umum KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar 
KJKS Dana Amanah didirikan dan diresmikan pada tanggal 1 juli 2011, yang 
diprakarsai 26 orang pendiri, dengan modal  Rp 92. 000. 000, - (sembilan puluh 
dua juta rupiah). Dan kantor beralamat di Ngaglik RT 05/08 Selokaton 
Gondangrejo Karanganyar. Pada tanggal 25 Oktober kantor pindah di pinggir 
jalan besar dengan menyewa tempat selama 5 tahun yang bertempat di  Jln. Solo-
Purwodadi Km. 10, Sanggrahan RT 01/04, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar. 
Pada tanggal 1 Juli 2012 menambah cabang pertama yang berkedudukan di Jl. 
Solo-Purwodadi Km. 5,5 Dusun Jetak, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar. 
Pada tahun 2013 KJKS Dana Amanah membuka cabang yang ke 3, di Sidorejo, 
Munggur, Mojogedang, Karanganyar. Pada tahun 2014 menambah cabang yang 
ke 4 di Perum Ngringo, Palur, Karanganyar.
1
 Nama “Dana Amanah” berasal dari 
kata “dana” yang berarti uang yang disediakan untuk sutau keperluan/biaya, 
sedangkan “amanah” adalah sesuatu yang dapat dipercayakan untuk dijaga, 
dilindungi, dan dilaksanakan. Dengan demikian pengertian “Dana Amanah” 
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adalah suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana 
dengan memegang prinsip dapat dipercaya oleh masyarakat.
2
  
Pada akhir 2014 KJKS Dana Amanah meningkatkan ijin (perubahan 
anggaran dasar) yang semula tingkat kabupaten menjadi tingkat provinsi. Pada 
awal Januari 2015 KJKS Dana Amanah membuka kantor cabang ke 5 diluar 
wilayah Karanganyar yaitu di Jl. Solo - Purwodadi Km 14, Desa Banaran, 
Kalijambe, Kab. Sragen. Dan pada akhir tahun 2015 ini KJKS Dana Amanah akan 
melakukan PAD yang dihimbau oleh pemerintah dari KJKS  Dana Amanah 
menjadi KSPPS Dana Amanah. Pada  1 Januari  2017 membuka cabang ke 8 di 
daerah Jeruk, Miri, Sragen.  
Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah 
status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 
Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan 
Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 
35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional 
Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan 
Syariah (UJKS). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam 
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ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap 
mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang 
megatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset 
dan piutang bagi koperasi syariah.
3 
Koperasi Simpan Pinjam Syariah adalah sebuah bentuk koperasi yang 
telah mendapat pengesahan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
yang sistem pengoperasiannya kurang lebih sama dengan koperasi 
konvensional, hanya saja menggunakan konsep syariah atau bagi hasil.
4
 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya 
disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan 
pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, 
sedekah, dan wakaf.
5
 
KSPPS Dana Amanah adalah lembaga keuangan berbentuk dan berbadan 
hukum koperasi yang operasioanlnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah 
Islam. RAT (Rapat Anggaran Tahunan) adalah lembaga fertigasi dari struktur 
kelembagaan di lingkungan KSPPS Dana Amanah yang mempunyai 
kewenangan untuk memilih dan menghentikan Kepengurusan, Pengawas, 
Manajer, dan memutuskan hal-hal yang sifatnya sangat prinsip dan mendasar 
dari KSPPS Dana Amanah. Pengurus adalah lembaga struktural di lingkungan 
KSPPS ini yang dipilih dan diangkat melalui RAT (Rapat Anggaran Tahunan) 
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yang secara fungsional sebagai pengawas dan pengendali visi dan misi 
KSPPS.
6
 
KSPPS Dana Amanah memiliki slogan “Menggapai barokah bersama 
umat”. Dengan mengusung visi “menjadi lembaga keuangan syariah utama dan 
dapat menikmati peran dan manfaatnya dalam rangka membangun 
perekonomian umat yang diridhai Allah SWT”. Misi KSPPS Dana Amanah 
yaitu: (1) Mewujudkan lembaga keuangan yang dikelola dengan sistem syariah 
yang murni; (2) Mewujudkan lembaga yang disiplin dalam tiap aktifitas, berani 
dalam menggapai tantangan dan hambatan, membela kepentingan yang benar, 
bersifat jujur dan hemat dalam bertindak, bijaksana dalam mengambil sikap, 
kepedulian pada yang lemah, pantang menyerah dalam setiap usaha; (3) 
Mewujudkan lembaga penyedia layanan simpanan dan pembiayaan yang 
efektif dan efisien
7
. 
Saat ini KSPPS Dana Amanah telah memiliki 9 cabang di daerah 
Karanganyar, Sragen, dan Boyolali. Cabang yang berada di wilayah 
Karanganyar yaitu Kantor Cabang Gondangrejo beralamat di Jl. Solo-
Purwodadi Km. 5,5 Jetak, Wonorejo, Gondangrejo (Telp. 
085641094772/085869495344); Kantor Cabang Mojogedang di Jl. Grompol-
Jambangan Km. 8 Sidorejo, Munggur, Mojogedang (depan Gor Bimo Seno) 
(Telp. 085879036133); Kantor Cabang Palur di Jl. Nusa Indah No. 2 Perumnas 
Palur, Ngringo, Karanganyar (Telp. 085741877266); dan Kantor Cabang 
Wonosari di Jl. Mayor Achmadi, Wonosari, Gondangrejo, Karanganyar (Telp. 
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085868141070). Kemudian cabang di wilayah Sragen diataranya yaitu Kantor 
Cabang Kalijambe di Jl. Solo-Purwodadi Km. 14 Karangasem Rt 01/01 
Banaran, Kalijambe (Telp. 085786364514); Kantor Cabang Miridi Desa 
Watubucu Rt 21 Jeruk, Miri (Telp. 085803537079); dan Kantor Cabang 
Sidodadi di Jl. Gronong, Kds III, Sidodadi, Masaran (Telp. 085728278068). 
Dan kantor cabang di wilayah Boyolalai yaitu Kantor Cabang Dibal di Desa 
Dibal Rt 01/R06 Dibal, Ngemplak (Telp. 089644016513) dan yang baru 
diresmikan adalah Kantor Cabang Pengging di Jl. Banyudono-Teras, 
Sebrangan Rt 07/03 Salakan, Teras, Boyolali.  
KSPPS Dana Amanah ini bernomor badan hukum 1046/BH/XIV/11.28/VI 
Th. 2011 dan berdasarakan PAD (Perubahan Anggaran Dasar) nomor 
16/PAD/XIV/2014. Dalam mendirikan suatu lembaga tentunya memerlukan 
modal, modal awal didirikannya KSPPS Dana Amanah ini yaitu sebesar Rp 
92.000.000,00. Dan tentunya juga memiliki karyawan dan kaeyawati  sejumlah 
40 orang.
8
 Tentang struktur organisasi KSPPS Dana Amanah pada periode 
2018 s/d 2022 terdiri dari: 3 orang DPS (Dewan Pengawas Syariah) Annur 
Nasrudin, Nurohman, Suwondo, Sutino; 3 orang DPM (Dewan Pengawas 
Manajemen yaitu Sadirin, Tugiman, Suhud Anshori, S.Ag. Sedangkan 
pengurus hariannya adalah Joko Sutrisno sebagai ketua, Purwadi sebagai 
sekretaris, da Suratmin sebagai bendahara. Dan sebagai objek penelitian yaitu 
di Kantor Cabang Wonosari sturktur organisasinya adalah Wiyono sebagai 
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manajer, Katiman Muh. Muhsin dan Arityas Dian Rahmanita sebagai 
marketing, dan Etik Susanti dan Tria Annur Diniyah sebagai teller.
9
 
Terdapat beberapa produk di KSPPS Dana Amanah, yaitu produk 
impanan dan pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari: simpanan amanah, 
yaitu untuk produk simpanan ini bisa diambil seaktu-waktu, untuk pembukaan 
produk simpanan ini cukup dengan setoran awal sebesar Rp 10.000,- (tidak ada 
biaya administrasi bulanan); simpanan qurban, yaitu untuk jenis simpanan ini 
tidak dapat diambil sewaktu-waktu, untuk jenis simpanan ini dapat diambil 
menjelang hari raya Qurban (Idul Adha); Simpanan Pendidikan, yaitu untuk 
jenis simpanan ini adalah perencanaan biaya pendidikan putra-putri kita di 
masa depan, untuk simpanan ini anggota penabung bebas menentukan jangka 
waktu yang akan di ambil (1-5 tahun); simpanan hari raya, yaitu jenis 
simpanan ini hanya bisa diambil menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri; dan 
simpanan berjangka (deposito), yaitu untuk jenis simpanan deposito ini adalah 
jenis simpanan investasi untuk anggota dengan ilustrasi bagi hasil. Simpanan 
berjangka adalah simpanan berdasarkan prinsip mud{a>rabah. Prinsip mud{a>rabah 
yakni simpanan tersebut dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan. Laba dari 
pembiayaan akan dibagikan antara pihak penyimpanan dana KSPPS Dana 
Amanah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.  
Dan untuk produk pembiayaannya terdiri dari: pembiayaan murabahah 
(jual beli); pembiayaan mud{a>rabah; pembiayaan musyarakah; pembiayaan 
qardul hasan; pembiayaan rahn; pembiayaan ijarah; pembiayaan pemasangan 
                                                             
 9 Etik Susanti, Teller/Custemer Service KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo 
Karanganyar, Wawancara Pribadi, 03 September 2019 11.50 – 12.30 WIB. 
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listrik. Selain bergerak dalam bidang bisnis, KSPPS Dana Amanah juga 
bergerak dalam bidang ma>l/sosial yaitu sebagai berikut: meberi bantuan kepada 
anak yatim; memberi santunan kaum duafa; tanggap bencana dan pengobatan 
gratis; menyelenggarakan pengajian dan membina ustadz/ustadzah; dan juga 
menyediakan mobil layanan gratis.
10
 
B. Praktek Simpanan Berjangka di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar 
Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah penghimpunan dana, 
salah satunya adalah penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana 
dari masyarakat ini dilakukan guna membantu permodalan awal dari para pendiri. 
1. Mekanisme Perjanjian Simpanan Berjangka 
Prosedur pengajuan sebagai anggota koperasi yaitu: pertama calon 
anggota datang ke Kantor KSPPS Dana Amanah (tidak boleh diwakilkan); 
kedua pihak KSPPS Dana Amanah memberikan keterangan secara rinci, jelas 
dan terang mengenai sistem penyetoran serta keuntungan yang akan diperoleh, 
karena tidak ada formulir maka teller/CS harus menjelaskan secara lebih rinci 
dan jelas; ketiga menyerahkan fotocopi KTP calon anggota untuk pembuatan 
rekening baru (jika belum mempunyai rekening di KSPPS Dana Amanah), bagi 
yang sudah mempunyai rekening di KSPPS Dana Amanah bisa langsung 
konsultasi ke teller/CS; keempat menyetorkan uang yang akan didepositokan 
minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); kelima memilih jangka waktu yang 
akan digunakan: 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan atau 24 bulan. 
                                                             
 
10
 Brosur KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar. 
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Produk simpanan/deposito yang disediakan oleh KSPPS Dana Amanah 
adalah  simpanan/deposito berjangka, dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 
12 bulan, 18 bulan atau 24 bulan. Akad yang dilakukan adalah apabila kedua 
pihak telah sepakat maka ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dan 
disahkan oleh para sanksi. Dengan telah ditanda tanganinya akad tersebut, 
maka akad itu telah mulai berlaku hingga waktu yang ditentukan. Pihak yang 
menandatangani di bilyet simpanan berjangka adalah manajer KSPPS Dana 
Amanah, teller/CS, dan anggota/deposan.
11
 
2. Isi Perjanjian/Bilyet Simpanan Berjangka 
Bilyet simpanan berjangka terdiri dari nomor rekening berjangka; ama 
deposan; alamat deposan; nominal simpanan; terbilang (jumlah nominal 
simpanan); tanggal buka simpanan; tanggal jatuh tempo; rekening over 
booking, adalah nomor rekening simpanan amanah (biasa) milik deposan agar 
pihak KSPPS Dana Amanah dapat mentransfer bagi hasil ke rekening tersebut; 
dan nisbah bagi hasil.  
3. Syarat dan Ketentuan Simpanan Berjangka 
Terdapat beberapa syarat dan ketetuan dalam simpanan berjangka, yaitu 
pertama jangka waktu simpanan berjangka adalah 3, 6, 12, 18, 24 bulan 
dengan diberikan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSPPS 
Dana Amanah; kedua penarikan simpanan berjangka sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku di KSPPS Dana Amanah dan akan di transfer ke rekening 
                                                             
11
 Marsum, Manajer KSPPS Dana Amanah KCP Ngringo Karanganyar, wawancara Pribadi, 
03 September 2019 jam 09.33 – 10.15 WIB. 
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“Simpanan Amanah” dengan nomor rekening yang tercantum pada kolom 
(Over Booking) pada bukti kepemilikan simpanan berjangka ini; ketiga bagi 
hasil akan di transfer ke rekening “Simpanan Amanah” dengan nomor rekening 
yang tercantum pada kolom (Over Booking) setiap akhir periode bulanan; 
keempat simpanan berjangka dapat diperpanjang secara otomatis dengan 
dikenakan bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangan akad perjanjian 
simpanan berjangka ini.
12
; kelima simpanan berjangka tidak dapat di pindah 
tangankan; keenam apabila pemilik simpanan berjangka meninggal dunia, 
maka simpanan berserta bagi hasil hanya dapat di ambil oleh ahli waris dengan 
bukti Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat;  
KSPPS Dana Amanah menjaminkan seluruh harta dan kekayaannya untuk 
ketujuh pembayaran kembali simpanan berjangka ini; kedelapan setiap 
perubahan nama, alamat, dan tanda tangan, pemilik simpanan berjangka ini 
harus segera melakukan pemberitahuan ke kantor KSPPS Dana Amanah; 
kesembilan apabila bilyet simpanan berjangka ini hilang, dimohon segera 
melapor kepada pihak yang berwajib dan melakukan konfirmasi ke kantor 
KSPPS Dana Amanah; dan yang kesepuluh adalah segala sesuatu yang belum 
diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian.
13
  
Berikut hasil wawancara kepada anggota koperasi terhadap simpanan 
berjangka (deposito) di KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo 
Karanganyar: Ibu Rina yang beralamat di Kedunggong RT 03/RW 02 
                                                             
 
12
 Bilyet Simpanan Berjangka (Deposito) KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar. 
 
13
 Ibid. 
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Jeruksawit mempunyai deposito sebesar Rp 5.000.000,00. Dalam prosedur 
pengajuan simpanan berjangka (deposito) yang ditentukan KSPPS Dana 
Amanah KCP Wonosari Gondangrejo Karanganyar tidaklah terlalu sulit. 
Simpanannya dengan jangka waktu 3 bulan yang sudah melewati jatuh tempo. 
Alasan beliau mendepositokan uangnya adalah untuk keperluan anak 
pertamanya kelak dan juga bagi hasil yang menguntungkan yang ditawarkan 
oleh pihak koperasi. Simpanan tersebut merupakan dana dari hasil penjualan 
sepeda motor milik almarhum suaminya.
14
 Dan menurut Ibu Sarinah yang 
beralamat di Kedunggong RT 02/RW 02 Jeruksawit yang mempunyai 
simpanan sebesar Rp 5.000.000,00. Uang yang dititipkan sebagai simpanan 
berjangka merupakan uang cucunya untuk keperluan sekolah yang mendatang. 
Awalnya beliau ingin meyimpan di Simpanan Amanah/biasa, namun pihak 
KSPPS Dana Amanah menawarkan simpanan berjangka dengan keuntungan 
nisbah bagi hasil lebih besar.
15
 
4. Penentuan Bagi Hasil 
Penentuan nisbah kurang lebih berdasarkan dari pendapatan anggota. 
Pembagian nisbah yaitu sebagai berikut: jika jangka waktu 3 bulan nominal 
bagi hasil kira-kira sebesar Rp6.000,00 dengan nominal simpanan minimal 
sebesar Rp1.000.000,00 berdasarkan nisbah sebesar 37%:63%; jika jangka 
waktu 6 bulan nominal bagi hasil kira-kira sebesar Rp8.000,00 dengan nominal 
                                                             
 
14
 Rina, Anggota KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari, Wawancara Pribadi, 02 November 
2019 jam 08.30 – 09.30 WIB. 
  15 Sarinah, Anggota KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo Karangayar, 
Wawancara Pribadi, 02 November 2019 jam 09.15 – 09. 48 WIB.   
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simpanan minimal sebesar Rp1.000.000,00 berdasarkan nisbah sebesar 
50%:50%; jika jangka waktu 12 bulan nominal bagi hasil kira-kira sebesar 
Rp10.000,00 dengan nominal simpanan minimal sebesar Rp1.000.000,00 
berdasarkan nisbah sebesar 62%:38%.
16
 
5. Praktek Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka Sebelum Jatuh Tempo 
di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar 
Faktor penyebab penalti pada simpanan berjangka di KSPPS Dana 
Amanah Gondangrejo Karanganyar, seperti: biaya perawatan sakit; biaya untuk 
ke rumah saudara yang jauh; biaya beli tanah; dan biaya-biaya mendesak 
lainnya.
17
Hasil wawancara pribadi dengan salah satu anggota koperasi syariah 
yang terkena pinalti: yaitu Ibu Sarinah  yang beralamat di Kedunggung RT 
02/RW 02 Jeruksawit yang mempunyai simpanan sebesar Rp 20.000.000,00. 
Penawaran langsung dilakukan oleh pihak KSPPS Dana Amanah simpanan 
deposito karena bagi hasil yang lebih menguntungkan. Namun beliau menarik 
simpanan sebelum jatuh tempo karena membutuhkan dana mendesak untuk 
keperluan pernikahan anak pertamanya. Beliau sadar bahwa beliau menarik 
simpanan sebelum jatuh tempo kurang lebih seminggu sebelum tanggal jatuh 
tempo. Dan beliau mengaku tidak merasa dirugikan atas diberlakukannya 
pinalti.
18
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 Siti, Teller/Custemer Service KSPPS Dana Amanah Kantor Pusat Bulurejo Gondangrejo 
Karanganyar, Wawancara Pribadi, 03 September 2019 jam 10.31 – 10.56 WIB.  
 
17
 Etik Susanti, Teller/Custemer Service KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo 
Karanganyar, Wawancara Pribadi, 03 September 2019 11.50 – 12.30 WIB. 
 
18
 Sarinah, Anggota KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo Karangayar, 
Wawancara Pribadi, 02 November 2019 jam 09.15 – 09. 48 WIB. 
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Sedangkan ilustrasi pendapatan simpanan berjangka adalah sebagai 
berikut: semua jenis simpanan harus membuka rekening simpanan amanah 
terlebih dahulu untuk mentransfer bagi hasil setiap bulannya di akhir periode 
bulan (semua jenis simpanan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya 
sesuai porsi saldo simpanan). Semua jenis simpanan tidak dikenakan biaya 
administrasi bulanan. Untuk simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo tetapi 
uang belum diambil oleh pemilik, maka simpanan berjangka dibuatkan akad 
baru berdasarkan jangka waktu yang sama dengan simpanan berjangka 
sebelumnya. Sedangkan jenis simpanan berjangka yang terkena penalti adalah 
simpanan yang penarikannya dilakukan sebelum jatuh tempo. Misalnya, jangka 
waktu simpanan 3 bulan namun tempo baru berjalan 1 bulan maka jenis 
simpanan berjangka tersebut tergolong simpanan amanah (biasa). Dan jika 
jangka waktu simpanan 6 bulan namun tempo baru berjalan 4 bulan, maka 
penentuan nisbah bagi hasil yang diterima anggota ditentukan berdasarkan 
jenis simpanan berjangka yang 3 bulan. Dan berlaku seterusnya untuk jangka 
waktu 12 bulan, tetapi tempo baru berjalan selama 8 bulan, maka penentuan 
nisbah bagi hasil yang diterima anggota ditentukan berdasarkan simpanan 
berjangka yang bertempo 6 bulan.
19
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 Etik Susanti, Teller/Custemer Service KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo 
Karanganyar, Wawancara Pribadi, 03 September 2019 jam 11.50 - 12.30 WIB. 
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BAB IV 
PELAKSANAN AKAD MUD{A>RABAH SIMPANAN BERJANGKA KSPPS 
DANA AMANAH KCP WONOSARI GONDANGREJO KARANGANYAR 
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG 
DEPOSITO 
 
A. Keabsahan Akad Mud{a>rabah Simpanan Berjangka 
Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh 
Koperasi Bab 1 Pasal 1 ayat (14), Simpanan berjangka adalah simpanan pada 
koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan 
koperasi yang bersangkutan.
1 Mud{a>rabah adalah perjanjian antara pemilik modal 
dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai 
sepenuhnya suatu proyek dengan pembagian hasil dengan perjanjian. Prinsip ini 
diselenggarakan oleh bank dengan tabungan.
2
 
Mengenai pengertian mud{a>rabah menurut istilah, di antara ulama fiqih terjadi 
perbedaan pendapat, salah satunya adalah: “Pemilik harta (modal) menyerahkan 
modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi 
di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.”3 Deposito 
                                                             
 
1
 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 
15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494). 
 2 Muhammad Julijanto, Membanguan Keberagaman Mencerahkan dan Mensejejahterakan 
(Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 229. 
 
3
 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-10, hlm. 223-224. 
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mud{a>rabah adalah simpanan masyarakat di bank syari‟ah yang pengambilannya 
sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh bank syari‟ah. Variasi deposito 
mud{a>rabah ini diklasifikasikan ke dalam deposito: 1 bulan; 3 bulan; 6 bulam dan 
12 bulan.
4
 Deposito mud{a>rabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka 
waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo 
akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah 
dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
5
 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dana Amanah merupakan 
salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah atau disebut dengan 
Lembaga Keuangan Syariah, yang memiliki kegiatan menghimpun dan 
menyalurkan dana. Dan juga memilik berbagai macam produk simpanan dan 
pembiayaan. Simpanan berjangka adalah simpanan yang ditipkan anggota ke 
pihak koperasi berdasarkan prinsip mud}a>rabah. Prinsip mud}a>rabah yakni 
simpanan tersebut dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan.  
Dalam fatwa DSN MUI No. 03/IV/DSN-MUI/2000 menjelaskan bahwa 
deposito ada dua jenis: 
1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang 
berdasarkan perhitungan bunga. 
2. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan 
prinsip Mud{a>rabah. 
                                                             
 
4
 Muhammad, Sitem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2017), cet. 
ke-2, hlm. 14. 
 
5
 Ibid.. hlm. 8. 
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Simpanan berjangka mud{a>rabah adalah salah satu produk simpanan yang 
dikelola oleh KSPPS Dana Amanah yang berdasarkan akad  mud{a>rabah mutlaqah. 
Produk ini merupakan salah satu produk unggulan KSPPS Dana Amanah, anggota 
dapat menikmati bagi hasil yang maksimal, dan produk ini juga mengguna sisten 
roll over yaitu jangka waktu dapat diperpanjang secara otomatis. Produk ini hadir 
dimaksudkan untuk menjadi salah satu solusi bagi aggota yang ingin menyimpan 
dananya dengan jangwa waktu tertentu. 
Terdapat beberapa rukun dan syarat bagi keabsahan akad  mud{a>rabah sebagai 
berikut: 
1. Shahibul ma>l (pemilik dana), 
2. Mud{arib (pengelola), 
3. Usaha/pekerjaan yang akan dibagihasilkan harus ada 
4. Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal sebagai bagi hasil 
patokan dasar nasabah dalam menabung; 
5. Ijab kabul antara pihak shahibul ma>l dan mud{arib.6  
Sedangkan penerapan akad mud{a>rabah pada produk simpanan berjangka di 
KSPPS Dana Amanah yaitu pemilik dana (shahibul ma>l) adalah anggota 
koperasi/calon deposan yang hendak menaruh dananya di koperasi, pengelola 
dana (mud}arib) yaitu pihak koperasi mengelola dana untuk dimanfaatkan, usaha 
yang akan dibagihasilkan yaitu kegiatan koperasi termasuk menghimpun dan 
mengelola dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat , nisbah bagi hasil 
                                                             
 
6
 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 141. 
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sudah jelas dan ditetapkan di awal kesepakatan sebagai patokan dasar anggota 
dalam menyimpan dananya, ijab kabul antara pihak anggota/calon deposan 
(shahibul ma>l) dan  pihak koperasi sebagai pengelola dana (mud{arib) dilakukan 
setelah para pihak menyetujui presentase nibah bagi hasil. Hal tersebut sudah 
sesuai dengan ketentuan deposito dalam fatwa DSN MUI No. 03/DSN-
MUI/IV2000 yang menjelaskan bahwa dalam transaksi ini nasabah bertindak 
sebagai shahibul ma>l atau pemilik dana, dan bank sebagai mud{arib atau pengelola 
dana. Karena pemilik dana (shahibul ma>l) adalah anggota koperasi/calon deposan 
dan pengelola dana (mud}arib) yaitu pihak koperasi mengelola dana. 
Dalam pelaksanaan di KSPPS, dapat diamati bahwa mud}a>rabah yang 
digunakan adalah mud{a>rabah muthlaqah, karena pihak anggota/deposan selaku 
shahibul ma>l tidak memberikan syarat apapun kepada pihak koperasi selaku 
mud{arib dalam melaksanakan kegiatan usahanya, artinya pihak koperasi dapat 
melakuka kegiatan usaha apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat 
Islam, termasuk melakukan pembiayaan mud}a>rabah dengan pihak lain. Tetapi 
pihak koperasi yang berperan sebagai mud{arib tidak boleh menghianati perjanjian 
yang telah disepakati dengan anggota/deposan sebagai shahibul ma>l. Hal tersebut 
sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama 
nomor dua yang menjelaskan bahwa deposito yang dibenarkan syariah, yaitu 
deposito yang berdasarkan mud}a>rabah. Karena simpanan berjangka di KSPPS 
Dana Amanah berdasarkan akad  mud{a>rabah. Sesuai dengan penjelasan tersebut 
maka praktik deposito di KSPPS Dana Amanah berdasarkan akad  mud{a>rabah 
mutlaqah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 
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bagian kedua yang menjelaskan mengenai ketentuan deposito berdasarkan 
mud}a>rabah, yang mengatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai mud{arib, bank 
dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mud{a>rabah dengan pihak 
lain. 
B. Ketentuan Bagi Hasil Simpanan Berjangka 
Prinsip bagi hasi merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi 
operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya 
berdasarkan kaidah mud{a>rabah. Berdasarkan prinsip ini, koperasi bank akan 
bertindak sebagai mud{arib „pengelola‟, sedangkan penabung bertindak sebagai 
shahibul ma>l „penyandang dana‟. Antara keduanya diadakan akad mud{a>rabah 
yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil usaha akan dibagi sesuai dengan 
nisbah yang telah diperjanjikan dan penarikannya dibatasi oleh jangka waktu dan 
dana dimanfaatkan secara maksimal untuk pembiayaan kepada masyarakat. 
Besar kecilnya bagi hasil dalam produk simpanan berjangka yang diterima 
deposan dipengrauhi oleh jangka waktu dan jumlah dana yang disinvestasikan ke 
koperasi. Untuk menentukan tingkat pembagian hasil, koperasi akan menghitung 
setiap bulan atau periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan 
dari dana yang dialokasikan sebagai pembiayaan. Pendapatan atau keuntungan 
jumlahnya tidak dapat diprediksi karena tergantung usahadi koperasi. Oleh karena 
itu, anggota perlu mengetahui tingkat nisbah, masing-masing nisbah merupakan 
proporsi pembagian hasil yang ditetapkan dalam akad mud{a>rabah di awal 
kesepakatan. 
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Praktik penentuan nisbah di KSPPS Dana Amanah kurang lebih berdasarkan 
keuntungan. Pembagian nisbah yaitu sebagai berikut: jika jangka waktu 3 bulan 
nominal bagi hasil kira-kira sebesar Rp6.000,00 dengan nominal simpanan 
minimal sebesar Rp1.000.000,00 berdasarkan nisbah sebesar 37%:63%; jika 
jangka waktu 6 bulan nominal bagi hasil kira-kira sebesar Rp8.000,00 dengan 
nominal simpanan minimal sebesar Rp1.000.000,00 berdasarkan nisbah sebesar 
50%:50%; jika jangka waktu 12 bulan nominal bagi hasil kira-kira sebesar 
Rp10.000,00 dengan nominal simpanan minimal sebesar Rp1.000.000,00 
berdasarkan nisbah sebesar 62%:38%.
7
 Hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa 
DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama, yang menjelaskan bahwa 
deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan 
perhitungan bunga. Karena dalam simpanan berjangka di KSPPS Dana Amanah 
menggunakan perhitungan berdasarkan nisbah bagi hasil dalam akad mud{a>rabah. 
Sedangkan dalam hal nisbah, proporsi pembagian hasil yang ditetapkan dalam 
akad mud{a>rabah di awal kesepakatan sudah sesuai fatwa DSN MUI No. 03/DSN-
MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam 
bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Karena nisbah 
bagi hasil pada produk simpanan berjangka di setujui di awal kesepakatan saat 
pembukaan rekening dan dicantumkan dalam bilyet deposito tersebut. 
C. Resiko Simpanan Berjangka Syariah 
Zaman sekarang deposito sudah sulit disebut sebagai investasi karena 
bunganya tidak seberapa dibandingkan pengeluaran nasabah selama satu bulan, 
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 Siti, Teller/Custemer Service KSPPS Dana Amanah Kantor Pusat Bulurejo Gondangrejo 
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dan jumlah setoran deposito pun biasanya terlalu besar sehingga menyulitkan 
mereka yang berpenghasilan rendah.
8
 Sesuai dengan prinsip mud{a>rabah, kepada 
deposan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah 
ditetapkan dan disetujui sebelumnya, selanjutnya apabila bank mengalami 
kerugian, deposan ikut mananggung risiko kerugian tersebut.
9
  
Resiko dalam mud{a>rabah, terutama dalam aspek penerapan pada produk 
pembiayaan di bank syariah, adalah: 
1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut 
dalam kontrak, 
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja, 
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabahnya tidak jujur.10 
Penarikan simpanan berjangka yang sangat mendadak dan menyebabkan 
kesulitan dari pihak KJKS BMT untuk menyediakan dana karena tidak sesuai 
dengan perjanjian, KJKS BMT berhak mengenakan pinalti dengan membatalkan 
bagi hasil minimal setengah dari bagi hasil yang seharusnya diterima.
11
 Pada 
hakekatnya dalam perjanjian yang tertera di bilyet deposito jangka waktu 
pengambilan dana deposito sudah ditentukan.  
                                                             
 
8
 William Hartanto, Mahasiswa Investor (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2016), hlm. 8. 
 
9
 Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga Finansial (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2006), hlm. 85. 
 10  M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan ..., hlm. 179. 
 
11
 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 
2005), cet. ke-4, hlm. 128. 
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Dalam praktiknya di KSPPS Dana Amanah, resiko dalam mud{a>rabah dalam 
aspek penerapan produk simpanan yaitu, side streaming adalah pihak koperasi 
menyalahgunakan dana untuk keperluan lain yang tidak sesuai perjanjian, lalai 
dan kesalahan yang disengaja baik dari pihak koperasi maupun anggota, pihak 
koperasi selaku pengelola dana menyembunyikan keuntungan. Dalam penerapan 
produk simpanan berjangka mengenai penyembunyian keuntungan oleh pihak 
koperasi kemungkinannya sangat kecil terjadi karena dalam perjanjian di awal 
sudah ditetapkan nisbah bagi hasil keuntungan usaha yang dijalankan koperasi 
tersebut.  
Penerapan simpanan berjangka di KSPPS Dana Amanah, dalam hal 
menerapkan pinalti saat penarikan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo, 
maka pihak anggota hanya menerima bagi hasil dari waktu yang sudah berlalu dan 
ada pengurangan nisbahnya. Koperasi tidak menerapkan biaya administrasi 
langsung kepada anggota. Jadi, biaya administrasinya diambil dari pengurangan 
bagi hasil yang seharusnya didapatkan. Misalkan jika anggota mempunyai 
simpanan berjangka dengan jatuh tempo 3 bulan, dan ditarik saat sudah berjalan 2 
bulan, maka simpanan berjangka tersebut  menjadi simpanan biasa dengan 
perhitungan bagi hasil setiap nominal Rp 1.000.000,00 bagi hasilnya Rp 3.000,00 
per bulannya. Jadi bagi hasil yang didapatan selama 2 bulan tersebut adalah Rp 
3.000,00 x 2 = Rp Rp 6.000,00. Jadi bagi hasil dalam waktu 3 bulan yang 
seharusnya Rp 6.000,00 x 3 = Rp 18.000,00 menjadi Rp 6.000,00. Jadi 
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dena/penalti yang harus biayar adalah sebesar Rp 18.000,00 – Rp 6.000,00 = Rp 
12.000,00.
12
 
D.  Penyelesaian Masalah 
Simpanan Berjangka dapat berlaku ARO (automatic roll over) yang berarti 
akan diperpanjang yang sebelumnya apabila memang telah menjadi pilihan 
anggota pada awal perjanjian. Bagi simpanan berjangka yang pada waktu jatuh 
tempo tidak diambil, maka KJKS BMT akan secara otomatis memindahkan pos 
simpanan berjangka tersebut ke pos KSD (Kewajiban Segera Dibayar) yang pada 
waktu kapan saja anggota dapat mengambilnya. Bagi hasil simpanan berjangka 
akan dibagikan sesuai dengan tanggal perjanjian simpanan berjangka. Bagi hasil 
secara otomatis akan dipindahkan ke rekening KSD apabila tidak ada perjanjian 
sebelumnya bagi hasil tersebut akan dibukukan ke rekening simpanan pemilik 
rekening yang sama.
13
  
Penarikan pada simpanan berjangka tidak dapat dilakukan setiap saat, 
penarikannya hanya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan atau 
disepakati di awal akad. Ketentuan mengenai simpanan berjangka yaitu anggota 
tidak diperkenankan untuk mencairkan dananya sebelum jatuh tempo, yang 
menjadikan berbeda dengan koperasi lain disini tidak menerapkan biaya 
administrasi dalam pencairan dana sebelum jatuh tempo. Untuk denda (pinalty) 
yang diterapkan di KSPPS Dana Amanah misalnya, jangka waktu simpanan 3 
                                                             
12
 Etik Susanti, Teller/Custemer Service KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo 
Karanganyar, Wawancara Pribadi, 04 Desember 2019 10.50 – 11.30 WIB. 
 
13
 Ahmad Sumianto, BMT Menuju Koperasi..., hlm. 127. 
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bulan namun tempo baru berjalan 1 bulan maka jenis simpanan berjangka tersebut 
tergolong simpanan amanah (biasa). Dan jika jangka waktu simpanan 6 bulan 
namun tempo baru berjalan 4 bulan, maka penentuan nisbah bagi hasil yang 
diterima anggota ditentukan berdasarkan jenis simpanan berjangka yang 3 bulan. 
Dan berlaku seterusnya untuk jangka waktu 12 bulan, tetapi tempo baru berjalan 
selama 8 bulan, maka penentuan nisbah bagi hasil yang diterima anggota 
ditentukan berdasarkan simpanan berjangka yang bertempo 6 bulan. Ketika 
anggota ingin mencairkan dananya harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak 
koperasi, karena simpanan anggota yang telah didepositkan telah diputar kembali 
oleh pihak koperasi. Dalam hal penerapan denda (penalty) tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 03/DSN-
MUI/IV/2000 tentang deposito mud}a>rabah, yang menjelaskan bahwa bank tidak 
diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan 
yang bersangkutan. Karena sudah menjadi resiko anggota karena melakukan 
pencairan deposito sebelum jatuh tempo, maka pihak koperasi mengurangi nisbah 
keuntungan sebagai bentuk denda (penalty). 
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan akad mud{a>rabah pada produk simpanan berjangka di KSPPS Dana 
Amanah yaitu pemilik dana (shahibul ma>l) adalah anggota koperasi/calon 
deposan, pengelola dana (mud}arib) yaitu pihak koperasi, usaha yang akan 
dibagihasilkan yaitu kegiatan koperasi, nisbah bagi hasil sudah jelas dan 
ditetapkan di awal kesepakatan sebagai patokan dasar anggota dalam 
menyimpan dananya, ijab kabul antara pihak anggota/calon deposan (shahibul 
ma>l) dan  pihak koperasi sebagai pengelola dana (mud{arib). Dalam 
pelaksanaan di KSPPS, mud}a>rabah yang digunakan adalah mud{a>rabah 
muthlaqah. Karena pihak anggota/deposan selaku shahibul ma>l tidak 
memberikan syarat apapun kepada pihak koperasi selaku mud{arib dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya, artinya pihak koperasi dapat melakukan 
kegiatan usaha apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, 
termasuk melakukan pembiayaan mud}a>rabah dengan pihak lain.  
2. Dalam praktik simpanan berjangka di KSPPS, dapat diamati bahwa akad 
mud}a>rabah yang digunakan adalah mud{a>rabah muthlaqah, Hal tersebut sudah 
sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito 
bagian pertama nomor dua yang menjelaskan bahwa deposito yang dibenarkan 
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syariah, yaitu deposito yang berdasarkan mud}a>rabah. Dan praktik simpanan 
berjangka di KSPPS Dana Amanah menggunakan perhitungan berdasarkan 
nisbah bagi hasil dalam akad mud{a>rabah. Sedangkan dalam hal nisbah, 
proporsi pembagian hasil yang ditetapkan dalam akad mud{a>rabah di awal 
kesepakatan sudah sesuai fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
deposirito yang menjelaskan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan 
dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Serta 
dalam  pelaksanaan denda (penalty) di KSPPS Dana Amanah tidak 
memberatkan pemilik dana dalam melakukan pencairan deposito sebelum jatuh 
tempo dan bagi hasil masih dapat diambil. Artinya resiko anggota yang 
menarik simpanan berjangka sebelum jatuh tempo adalah terjadi perubahan 
jangka waktu simpanan berjangka dan bagi hasil yang diterima juga berubah. 
Maka hal tersebut juga sudah sesuai dengan fatwa DSM MUI No 03/DSN-
MUI/IV/2000 tentang deposito yang menjelaskan bahwa bank tidak 
diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 
persetujuan yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan denda (penalty) 
tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 
03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito mud}a>rabah, yang menjelaskan bahwa 
bank sebagai mud}arib menutup biaya operasional deposito dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pihak koperasi 
mengurangi nisbah keuntungan sebagai bentuk denda (penalty) yang menjadi 
haknya. 
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B. Saran 
Dengan kerendahan hati saya setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini 
penulis memberikan saran sebagai masukan kritik yang membangun dilihat di 
lapangan. Adapaun saran yang dapat penulis tuangkan antara lain: 
1. Bagi KSPPS Dana Amanah terutama KCP Wonosari sebaiknya lebih 
meningkatkan sumber daya manusia mengenai akad-akad pada produk-produk 
yang dimilikinya. Seharusnya KSPPS Dana Amanah membuat formulir 
pendaftaran pengajuan simpanan agar pihak anggota/deposan bisa lebih jelas 
dan memahami tentang ketentuan-ketentuannya.  
2. Lebih meningkatkan promosi, atau publikasi kepada masyarakat tentang 
perbankan syariah, terutama terhadap produk-produk penghimpunan dana yang 
ada di KSPPS Dana Amanah KCP Wonosari Gondangrejo Karanganyar. 
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LAMPIRAN 
 
Jadwal Penelitian 
N
o  
Bulan Septemb
er 
Oktober Novemb
er 
Desembe
r 
Januari Febru
ari 
kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1 Penyusunan 
proposal 
x x x x                    
2 Konsultasi     x x x  x x    x     x x    
3 Revisi 
Proposal 
          x x x  x x x x x     
4 Pengumpul
n Data 
       x x x x x x x x x        
5 Analisis 
Data 
          x x x x x x x x x     
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
                   x x   
7 Pendaftaran 
Munaqosya
h 
                    x   
8 Munaqosya
h 
                     x  
9 Revisi 
Munaqosya
h 
                      x 
 
 
94 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Siapa nama lengkap anda ? 
2. Apakah jabatan anda di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo? 
3. Bagaimana sejarah berdiri KSPPS Dana Amanah Gondangrejo? 
4. Apa visi dan misi dari KSPPS Dana Amanah Gondangrejo? 
5. Bagaimana mengenai struktur kepengurusan dan tugas-tugas karyawan 
KSPPS Dana Amanah Gondangrejo? 
6. Apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS Dana Amanah 
Gondangrejo? 
7. Apa produk unggulan KSPPS Dana Amanah Gondangrejo? 
8. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan simpanan 
berjangka/deposito mud}a>rabah di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo? 
9. Untuk mengajukan permohonan simpanan berjangka/deposito mud}a>rabah 
berapa jumlah dana yang wajib disetorkan? 
10. Bagaimana prosedur atau tahapan dari pengajuan simpanan sampai 
pencairan dana? 
11. Apa saja peran KSPPS Dana Amanah Gondangrejo terhadap  simpanan 
berjangka/deposito mud}a>rabah pada anggotanya? 
12. Berapakah jangka waktu simpanan berjangka/deposito mud}a>rabah? 
13. Bagaimana prosentase mengenai  bagi hasil yang didapatkan oleh pihak 
KSPPS? 
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14. Bagaimana pihak KSPPS menghadapi anggota yang melakukan pencairan 
dana simpanan berjangka/deposito mud}a>rabah sebelum jatuh tempo? 
15. Apabila anggota mengajukan pencairan simpanan sebelum jatuh tempo 
apakah pihak KSPPS mengenakan denda? 
16. Apabila ada denda, maka bagaimana solusi yang dilakukan oleh pihak 
KSPPS Dana Amanah Gondangrejo? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KSPPS DANA 
AMANAH GONDANGREJO 
  
1. Siapakah nama anda ? 
2. Sudah berapa lama anda menjadi anggota KSPPS Dana Amanah 
Gondangrejo? 
3. Bagaimana cara mengajukan simpanan berjangka/deposito mud}a>rabah di 
KSPPS Dana Amanah Gondangrejo? 
4. Syarat-syarat apa saja kah yang harus dipenuhi ? 
5. Berapa jumlah dana simpanan yang anda ajukan ke KSPPS Dana Amanah 
Gondangrejo? 
6. Berapa bagi hasil yang telah disepakati ? 
7. Mengapa memilih simpanan berjangka/deposito mud}a>rabah? 
8. Apakah anda melakukan pencairan dana simpanan berjangka/deposito 
mud}a>rabah sebelum jatuh tempo? 
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1. Wawancara dengan Pihak KSPPS Dana Amanah 
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2. Brosur KSPPS Dana Amanah 
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3. Formulir Permohonan Pembiayaan 
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4. Simpanan Amanah/Biasa 
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5. Bilyet Deposito/Simpanan Berjangka  
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